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Oligarki Politik Kebijakan Pembangunan Infrastruktur      
Kabupaten Soppeng Pada Tahun 2017 
   
Pembimbing 1  : Muhammad Ramli 
Pembimbing 2  : Syahrir Karim   
 
Penelitian ini membahas tentang orientasi oligarki politik dalam hubungan 
antara DPRD dan Kepala Daerah dalam kebijakan pembangunan infrastruktur di 
Kabupaten Soppeng. Selain itu penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi dan 
menganaalisis faktor-faktor yang memengaruhi konsensus politik DPRD dan Kepala 
Daerah dalam formulasi kebijakan pembangunan infrastruktur Kabupaten Soppeng.  
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 
memperoleh data di lapangan (field research). Metode pengumpulan data penelitian 
ini menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Adapun 
model analisis dalam penelitian ini merujuk pada model interaktif oleh Miles dan 
Haberman, yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) DPRD dan Kepala Daerah 
mempunyai pandangan atau orientasi kepentingan yang sama untuk membangun 
daerah sehingga terjadi konsolidasi dalam merealisasikan kebijakan tersebut. Selain 
karena faktor regulasi pemerintah yang menghendaki kedua pihak untuk saling 
bekerjasama sebagai mitra penyelenggara pemerintahan daerah, faktor kesadaran akan 
kedudukan, tugas dan wewenang masing-masing pihak, serta faktor komunikasi 
politik, sehingga konsolidasi politik terjadi. (2) Faktor pertama yang memengaruhi 
kesepahaman (konsensus) di antara DPRD dan Kepala Daerah tersebut adalah 
kesamaan orientasi politik (visi misi dan program) untuk membangun daerah meskipun 
dalam bingkai perbedaan kelembagaan (legislatif, eksekutif dan partai politik). Faktor 
kedua adalah ketersediaan anggaran yang amat sangat menentukan terutama pada level 
implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur daerah. Meskipun informan 
tersebut menyatakan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur kadang 
terbatas, namun hal ini tidak menjadi hambatan bagi pemerintah daerah untuk tetap 
merealisasikan kebijakan pembangunan infrastruktur. Faktor ketiga adalah tindakan 
politik dari legislatif dan eksekutif dalam arti keterbukaan serta keaktifan anggota 
legislatif maupun kepala daerah dalam berkomunikasi atau bermusyawarah untuk 
mencapai persetujuan bersama untuk memenuhi kepentingan publik akan 





A. Latar Belakang  
Pasca Reformasi politik 1998, Indonesia mengalami perubahan yang cukup 
signifikan dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintahan yang sebelumnya otoriter 
menjadi lebih demokratis. Sistem pemerintahan yang sentralistik bergeser menjadi 
desentralisasi dan otonomi daerah. Perbaikan regulasi mulai berjalan dengan 
munculnya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999, direvisi menjadi UU No. 
32 Tahun 2004, kemudian direvisi kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2014, dan 
terakhir direvisi menjadi UU No.9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Pemda). Keberadaan regulasi ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi 
penguatan demokrasi di tingkat lokal menuju pemerintahan demokratis yang mampu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.1 Al-Qur’an menjelaskan tentang 
pemerintahan bermusyawarah dalam surah .QS Ali Imran / 3 : 159  
     ِﺐ ْﻠ َﻘ ْﻟ ا َﻆﻴ ِﻠ َﻏ ﺎﻈ َﻓ َﺖ ْﻨ ُﻛ ْﻮ َﻟَو  ◌ۖ ُْﻢ َﳍ َﺖ ْﻨ ِﻟ ِﻪﻠﻟا َﻦ ِﻣ ٍﺔَْﲪَر ﺎ َﻤ ِﺒ َﻓ  
     ِﰲ ْﻢ ُﻫْرِوﺎ َﺷَو ُْﻢ َﳍ ْﺮ ِﻔ ْﻐ َـﺘ ْﺳاَو ْﻢ ُﻬ ْـﻨ َﻋ ُﻒ ْﻋﺎ َﻓ  ◌ۖ َﻚ ِﻟْﻮ َﺣ ْﻦ ِﻣ اﻮﻀ َﻔ ْـﻧ َﻻ  
       َﲔ ِﻠ َﻛﻮ َـﺘ ُﻤ ْﻟ ا ﺐ ُِﳛ َﻪﻠﻟا ن ِإ  ◌ۚ ِﻪﻠﻟا ﻰ َﻠ َﻋ ْﻞ َﻛﻮ َـﺘ َـﻓ َﺖ ْﻣَﺰ َﻋ ا َذ ِﺈ َﻓ  ◌ۖ ِﺮ ْﻣَْﻷا 
Terjemahnya: 
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. 
Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri 
dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 
                                                                 






dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu 
telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.2 
  
Ide dasar demokrasi memang sangat diperlukan dan tepat apabila semua 
kebijakan yang mengatur kepentingan masyarakat ditentukan secara kolektif oleh 
rakyat dengan memberikan kewenangan kepada wakil-wakil mereka di parlemen, 
baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD). Dengan kata lain, kebijakan atau keputusan pemerintah merupakan 
representasi suara rakyat sebagai pengejawantahan demokrasi. Namun demikian, 
banyak pihak yang menengarai bahwa demokrasi tengah mengalami stagnasi atau 
memunculkan kekhawatiran bahwa demokrasi gagal mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat.Al-Qura’an menjelaskan pentingnya mewujudkan kesejahtraan 
masyarakatyakni sebagaimana do’a Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah/02 : 126: 
 ِھ ٰ?َAِۡإ َلDَE ِۡذإَو HَIِ ۥُLَMَۡھأ ۡقُزۡرٱَو DTٗIِاَء اXًَMَA اYَ َٰھ Zۡ[َ\ۡٱ ﱢبَر _ُ HۡIَ ِت ٰ?َaَﱠcdٱ
 ٓۥُه ﱡ?َhiَۡأ ﱠ_ُj kٗlِMَE ۥُL[ُﱢmIَُnَo ?ََpqَ HIََو َلDَE ۚ?ِrِٓsۡٱ ِمuَۡldۡٱَو ِ ﱠvِﭑA _ُxTۡIِ HَIَاَء
 ?ُlyِaَdۡٱ zَ{ِۡAَو ِۖرDﱠTdٱ ِباYَ|َ }َٰdِإ  
Terjemahnya: 
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, 
negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada 
penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. 
Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan 
sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-
buruk tempat kembali.3 
Kajian Nugroho misalnya, menyatakan bahwa ketidakstabilan politik 
memberi penekanan “konsolidasi demokrasi kalangan sipil di Indonesia secara politik 
sangat lemah yang salah satu sebabnya adalah kuatnya kepentingan-kepentingan 
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Publishing, 2010), h 492 
 






politik mereka yang terfragmentasi”.4 Pandangan ini seakan menegaskan realita 
bahwa dominasi elit masih kuat menentukan dinamika politik di level nasional 
maupun lokal. Dalam rangka menganalisa persoalan itu, Nugroho kemudian memakai 
perspektif O’Donnel dan Schmitter, bahwa suatu rezim politik yang sedang 
mengalami transisi demokrasi akan diperhadapkan pada dua pilihan.5 
Pertama, menjalani transisi demokrasi dengan tingkat kepaduan elite yang 
solid ke arah satu tujuan tercapainya demokratisasi politik. 
 Kedua, menjalani transisi demokrasi yang berliku-liku dengan tingkat 
kepaduan elite sangat rapuh, penuh konflik dan gejolak politik massa.Perspektif 
tersebut setidaknya memberikan gambaran dinamika transisi demokrasi politik pasca 
reformasi di Indonesia. Akan tetapi, pada aspek yang terakhir cenderung lebih 
menyita perhatian banyak kalangan karena berbagai implikasi yang mewarnai transisi 
demokrasi, di antaranya konflik vertikal antarelit politik, konflik horizontal yang 
berdimensi komunal dan primordial, dan berbagai gejala disintegarasi sosial politik.  
Meskipun demikian, pada aspek yang pertama tentang “konsolidasi elite” 
kurang mendapatkan sorotan, mengapa terjalin “titik temu”yang sama di 
antarakekuatan-kekuatan politik untuk melancarkan tindakan politik bersama ke arah 
suatu kepentingan politik tertentu. Saat ini banyak elit partai politik yang telah 
menduduki jabatan, baik di ranah eksekutif maupun legislatif sehingga implikasinya 
bukan hanya terbentuk polarisasi kepentingan dalam struktur kekuasaan tersebut, 
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Unair, Vol.XIV, No 2, h 35 






tetapi juga terjadi konsensus di dalam perbedaan kepentingan. Dengan kata lain, dari 
sisi aktor politik terjadi konsolidasi meskipun faktanya mereka berbeda partai dan 
berbeda posisi (legislatif dan eksekutif), pada dasaranya, hubungan antara legislatif 
dengan eksekutif telah dikonstruksi sejak pemberlakuan UU No.22 Tahun 1999 
tentang Pemda, khususnya menyangkut Peraturan Daerah (Perda) dimana “Kepala 
Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka 
penyelenggaraan Otonomi Daerah”.6 
UU No.32 tahun 2004 dan UU No.23 Tahun 2014,7 menggunakan istilah 
“persetujuan bersama” antara DPRD dan Kepala Daerah dalam pembentukan Perda 
sebagai jawaban atas permasalahan UU No.22 Tahun 1999 yang tidak memberikan 
penjelasan atas mengenai kata “bersama-sama” dalam Pasal 18 ayat 1 huruf (d). 
Berdasarkan ketentuan regulasi Pemda, maka dapat dilihat adanya relasi antara 
lembaga legislatif dengan eksekutif, dimana ketentuan regulasi Pemda tersebut 
menyatakan kedua lembaga ini merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah 
meskipun dengan perbedaan tugas dan fungsi.Relasi tersebut bermakna bahwa antara 
Pemda dan DPRD adalah sebagai mitra kerja dalam mengkonstruksi kebijakan daerah 
dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Kedua lembaga ini membangun suatu 
hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung, bukan merupakan “rival politik” 
dalam melaksanakan fungsinya masing-masing.  
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Segala aktivitas yang dilaksanakan oleh eksekutif, baik desain pembangunan 
dan penganggaran daerah memerlukan persetujuan DPRD, di samping DPRD juga 
harus melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan.Meskipun demikian, 
dalam praktiknya tidak semua daerah menunjukkan adanya hubungan yang solid di 
ranah kelembagaan legislatif dan eksekutif. Kecenderungan yang terjadi 
menunjukkan bahwa DPRD seolah-olah menjadi sebuah lembaga yang memiliki 
kekuasaan yang besar di daerah, sehingga dengan kekuasaannya DPRD sering 
menjatuhkan seorang Bupati/Walikota bahkan Gubemur. Kekuasaan yang besar itu 
juga sering menjadi senjata bagi DPRD untuk menekan kepala daerah sehingga 
memunculkan konflik vertikal antara legislatif dan eksekutif di daerah. 
Hadits sendiri terdapat hal yang menjelaskan tentang kekuasaan dan 
kepentingan dalam hadis sendiri terdapat hal yang menjelaskan tentang itu yaitu pada 
hadis (HR. Al-Bukhari): 
                َuَْd  ُIَDَEِإ  ِكuُMaُdْا DIًD ﱠُ }َM|َ  ِسDﱠTdا  َZqََsَ  ﱡيuَِE  ِسDﱠTdا  ْ_ُxَpl[ِiَ 
Artinya: 
Seandainya tidak ada kekuasaan yang ditegakkan oleh para penguasa terhadap 
manusia, maka orang yang kuat akan menghabisi orang yang lemah.(HR. Al-
Bukhari)”.8 
 
Akselerasi pembangunan infrastruktur ini berimplikasi terhadap peningkatan 
perekonomian yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam dokumen Kebijakan 
Umum Anggaran (KUA-APBD) yang diproyeksikan oleh Pemda dan dibahas 
bersama oleh DPRD, dinyatakan bahwa membaiknya prospek pertumbuhan ekonomi 
                                                                 






Kabupaten Soppeng tahun 2015 ditopang oleh prospek peningkatan investasi dengan 
adanya “akselerasi proyek pembangunan infrastruktur” oleh pemerintah.9 
Mengacu pada uraian KUA-APBD 2016 tersebut, maka jelas bahwa terjadi 
sinergi kelembagaan antara eksekutif dan legislatif dimana kedua pihak ini 
membangun kesepahaman (konsensus) dalam membahas pembangunan infrastruktur 
di Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2016. Pembangunan infrastruktur memang 
sudah menjadi prioritas kebijakan bagi seluruh pemerintah daerah di mana Peraturan 
Presiden (Perpres) No.60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 
dijelaskan bahwa tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 adalah 
“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Pondasi Pembangunan 
yang Berkualitas”. 
Pemerintah Kabupaten Soppeng sejauh ini telah melaksanakan pembangunan 
infrastruktur sesuai yang diamanatkan PP No.60 Tahun 2015. Berita yang 
dipublikasikan media lokal misalnya menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten 
Soppeng melakukan perintisan jalan sejauh 25 km bahkan tidak menggunakan 
anggaran pemerintah sedikit pun, baik anggaran dari pusat, provinsi atau pun 
kabupaten. Hal ini dimaklumi karena Bupati Soppeng, Kaswadi Razak mempelopori 
kebijakan pembangunan berbasis partisipatif yang melibatkan TNI dan masyarakat.10 
Selain itu, menurut keterangan Kaswadi Razak yang dipublikasi media lokal, 
                                                                 
9Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, Rancangan Kebijakan Umum Anggran (KUA) 
APBD Tahun   2016, h 33. 
10Berdasarkan RKPD dan diajukan Kepada DPRD untuk dibahas bersama Pembangunan jalan 






program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten 
Soppeng tidak hanya semata bersumber dari APBD, namun juga bisa menggunakan 
anggaran Dana Desa (ADD) maupun Dana Alokasi Desa (DAD).11 
Temuan observasi tersebut tentunya mengungkap fakta kinerja pemerintah 
daerah Kabupaten Soppeng tentang implementasi kebijakan pembangunan 
infrastruktur serta objektivasi sumber anggarannya. Akan tetapi penting dicermati 
bagaimana terjadi konsensus lintas lembaga eksekutif dan legislatif dalam hal 
kebijakan politik anggaran seperti yang termanifestasi dalam rancangan KUA Tahun 
2017 oleh Pemda Kabupaten Soppeng yang dibahas bersama dengan DPRD Soppeng. 
Berbicara persoalan anggaran pembangunan daerah, apalagi proyeksi APBD 
Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017 sangat besar mencapai angka 
Triliyunan,12tentunya sedikit banyak akan memunculkan fragmentasi kepentingan di 
antara anggota legislasi DPRD dan kepala daerah/Bupati.  
Fakta menunjukkan bahwa fraksi partai Gerindra lebih dominan di DPRD 
Soppeng, sedangkan Golkar berhasil mendudukkan elite politiknya di ranah eksekutif 
(Kepala Daerah/Bupati) di Kabupaten Soppeng. Meskipun Gerindra lebih dominan di 
DPRD, namun hal ini tidak berarti mampu mereduksi kekuasaan Golkar di atas 
kendali elite-nya yang kini menduduki posisi eksekutif. Kedua pihak ini justru 
bersinergi sehingga dalam tahapan pembahasan anggaran pembangunan daerah 
                                                                 
11Kaswadi, “Anggaran Program Pembangunan Bukan Hanya APBD”, Website Resmi Pare 
Pos, http://parepos.fajar.co.Id (Diakses 28 Agustus 2017). 
12Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten 






Kabupaten Soppeng yang melibatkan DPRD dan kepala daerah terjadi persetujuan 
bersama, dengan kata lain ada titik temu (konsensus) di antara kedua pihak tersebut.12 
Aspek ini perlu pembacaan baru dalam menganalisa politik interest legislatif-
eksekutif, yang tidak sekedar mengidentifikasi siapa pihak yang lebih dominan 
menentukan arah sebuah keputusan, apakah dominasi pertimbangan DPRD atau 
Kepala Daerah yang memegang kendali atas suatu kebijakan pembangunaan 
infrastruktur daerah. Pengkajian lebih mendalam perlu diupayakan untuk menyingkap 
realita yang melandasi terjadinya konsensus dalam keputusan antara legislatif-
eksekutif sehingga cenderung terlihat ada kesamaan kepentingan di antara mereka. 
Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis termotivasi untuk 
menganalisa bagaimana oligarki politik eksekutif dan legislatif dalam hal 
penganggaran pembangunan infrastruktur daerah. Studi ini bermula dari keinginan 
penulis untuk mengkaji tentang dinamika politik yang terjadi di lembaga 
pemerintahan daerah, dimana orientasi kepentingan para elite lokal di daerah tertentu 
menunjukkan gejala pragmatisme politik untuk capaian kekuasaan yang oligarki. 
Konsensus dari sebuah keputusan anggaran daerah yang serba objektif itu penting 
dianalisa agar tidak membiaskan pandangan tentang motif tersembunyi yang tidak 
diketahui publik, misalnya danatersebut hanya diperuntukan bagi kesejahteraan 
anggota DPRD, kebijakan politik untuk menghindari citra buruk Kepala Daerah, serta 
dalam kerangka yang lebih luas dimungkinkan terkait dengan kepentingan politik 







B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan fokus penelitian dan deskripsi fokus yang telah diuraikan, maka 
permasalahan pokok penelitian ini sebagai berikut: 
1 Bagaimana oligarki politik yang terjadi antara DPRD dan Kepala Daerah 
dalam kebijakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Soppeng? 
2 Faktor-faktor apa yang memengaruhi oligarki politik DPRD dan Kepala 
Daerah dalam kebijakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Soppeng? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Berdasarkan identifikasi masalah, fokus penelitian dan rumusan masalah, 
maka tujuan penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui oligarki politik yang terjadi antara DPRD dan Kepala Daerah 
dalam kebijakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Soppeng 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi oligarki politik DPRD dan 
Kepala Daerah dalam kebijakan pembangunan infrastruktur Kabupaten Soppeng 
2. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini, diharapkan memiliki nilai manfaat sebagai berikut: 
a. Manfaat Teoretis 
1) Memberi sumbangan pemikiran yang mengarah pada pengembangan teori-
teori keilmuan khususnya pada kajian ilmu politik. 






b. Manfaat Praktis 
1) Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam pengembangan ilmu 
politik khususnya melalui studi tentang oligarki politik dalam penganggaran 
pembangunan infrastruktur dalam kerangka relasi kerja antara eksekutif dan 
legislatif 
2) Hasil penelitian diharapkan memperkaya literatur ilmiah sebagai acuan praktis 
dan literasi bagi semua pihak yang berkompeten, baik untuk akademisi, 
pengamat politik, pemerintah daerah dan masyarakat umum tentang sinergitas 
eksekutif dan legislatif dalam pembangunan infrastruktur daerah 
 
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu 
Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa karya penelitian sebelumnya 
yang memiliki tema yang relevan dengan tema yang diangkat peneliti yakni sebagai 
berikut: 
1. Skripsi Karya Lailis Sunaikah, Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas 
Ilmu Social dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta “Peran Personal Branding Elit Politik Dalam Pembentukan 
Identitas Partai Politik (Studi Deskriptif Kualitatif Personal Branding 
Prabowo Subianto dalam Partai Gerindra). Tujuan penelitiannya adalah untuk 
adalah mendeskripsikan pembentukan personal branding Prabowo Subianto 
dalam membentuk identitas partai Gerindra .metode yang digunakan adalah 






elektabilitas partai Gerindra tak lepas dari peran Prabowo Subianto yang 
ketokohannya mampu membawa partai Gerindra mendapatkan suara tiga kali 
lipat dari 4,46% saat pemilu legislatif 2009 menjadi 11,81% pada pemilu 
legislatif 2014.13 
Bedanya yakni saya melihat bahwa skripsi saya relevan dengan apa 
yang ada diskripsi ini bahwa saya melihat bagaimana partai Gerindra bisa 
mempertahankan elektabilitasnya dipartai dan ketokohanya dan pembedanya 
yakni skripsi ini membahas tentang elektabilitas partai Gerindra sedangkan 
saya membahas tentang hubungan kedua partai besar yakni Gerindra dan 
Prabowo Subianto. 
2. Skripsi Karya Andi Ilham, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu 
Social dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar“ Hubungan 
Legislatif dan Eksekutif dalam Proses Pembuatan Perda Tahun 2013 Provinsi 
Sulawesi Selatan (Studi Hubungan Legislatif dan Eksekutif dalam Pembuatan 
Perda 2013)”. Tujuan mengetahui relasi politik legislatif dan eksekutif dalam 
pembuatan perda APBD 2013 di Provinsi Sulawesi Selatan, metode yang 
digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dalam 
penelitian ini banyak kendala dialami baik pihak DPRD oleh pemerintah 
dimana idealnya pada bulan september molor hingga akhir november hal ini 
                                                                 
13Lilies Sukainah, “Peran Personal Branding Elit Politik Dalam Pembentukan Identitas Partai 
Politik”. Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan 






berimplikasi pada pembahasan yang tidak efektif sehingga terjadilah 
perubahan anggaran setelah disahkan.14 
Bedanya dengan tulisan saya yakni disini memabahas tentang 
hubungan legislatif dan eksekutif dalam pembuatan perda dan relevan juga 
dengan tulisan saya karna saya juga membahas tentang hubungan eksekutif 
dan legislatif dalam pembangunan infrastruktur. 
3. Skripsi Karya Megawati, mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas 
Ilmu Social dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar “Analisi 
Hubungan Eksekutif  dan Legislatuf Dalam Pembuatan Perda APBD di 
Provinsi Sulawesi Barat“. Tujuan untuk mengetahui dan menggambarkan 
faktor-faktor yang memengaruhi proses perancangan pembahasan dan 
penetapan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah 
(APBD) 2017 Provinsi Sulawesi Barat, metode digunakan metode kuantitatif 
deskriptif. Proses pembuatan perda APBD di Provinsi Sulawesi Barat telah 
mengikuti prosedur penyusunan APBD yang ada namun, dalam proses 
perancangan perda APBD tidak maksimal dikarnakan hubungan eksekutif dan 
legislatif tidak memiliki hubungan yang baik.15 
Bedanya yakni membahas tentang hubungan legislatif dan eksekutif 
dalam peraturan APBD di Provinsi Sulawesi Barat dan relevan juga dengan 
                                                                 
14Andi Ilhmam, “Hubungan Legislatif dan Eksekutif dalam Pembuatan Perda Tahun 2013”. 
Skripsi (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin, 2013), h. 3. 
15Megawati, “Analisa Hubungan Legislatif dan Eksekutif Dalam Pembuatan Perda APBD di 
Provins Sul-Bar”. Skripsi (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 






tulisan saya karna sama-sama membahsa tentang hubungan legislatif dan 
eksekutif dalam pembangunan infrastruktur.  
4. Skripsi Tahun Karya A.M.Ikhlas.A.A. mahasiswa Jurusan Ilmu Politik 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar 
“Kemenangan Partai Gerindra Pada Pemilu Legislatiif 2014 di Kabupaten 
Soppeng“. Tujuan yakni strategi kemenangan apa yang mendorong sehingga 
partai Gerindra bisa mengalahkan partai yang lebih besar di Kabupaten 
Soppeng yakni Golkar. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian 
kualitatif deskriptif. Disimpulkan bahwa partai Gerindra menduduki banyak 
kursi diegislatif pasti akan mempengaruhi kekuatan partainya yang partai 
lebih besar daripada tahun-tahun kemarin jadi strateegi yang digunakan yakni 
strategi kampanye yang dari rana desa-desa hingga ketingkat atas.16 
Bedanya dengan tulisan saya yakni ini membahas tentang strategi 
partai dan kekuatan sedangakan tulisan saya yakni relevan juga dengan tulisan 
ini yang sama-sama membahas tentang kekuatan partai besar. 
5. Skripsi Karya Gusti Eka Mahardipa Dari Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu 
Social dan Ilmu Politik Universitas Airlangga “Politik Perencanaan 
Pembangunan (Studi Proses Politik Perencanaan Pembangunan Kabupaten 
Paasuruan 2011)”. Tujuan yakni mengetahui peran pemerintah terhadap 
kepedulian pembangunan di Kabupaten Pasuruan, metode yang digunakan 
kualitatif deskriptif. Kesimpulan penelitian ini menemukan berbagai fakta 
                                                                 
16A.M Ikhlas “Kemenangan Partai Gerindra Dikab Soppeng Pemilu 2014”. Skripsi, 






lapangan yang menunjukkan bahwa belum ada langkah konkrit dari 
pemerintah daerah untuk membuat suatu perencanaan pembangunan yang 
berorientasikan pemerataan. Sejauh ini pemerataan pembangunan hanya 
menjadi wacana yang seringkali digunakan untuk mengakomodasi 
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Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 
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E. Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pada latar belakang di atas, maka 
fokus penelitian ini membahas tentang oligarki politik dalam penganggaran 
pembangunan infrastruktur daerah di Kabupaten Soppeng. Dengan fokus tersebut, 
maka dibutuhkan jawaban teoretis maupun empiris yang menganalisa aspek 
hubungan antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Soppeng. 
2. Deskripsi Fokus 
Fokus penelitian yang telah dipaparkan di atas, memiliki beberapa konsep 
yang perlu didefinisikan secara konseptual untuk menghindari penafsiran yang keliru 
dan agar penelitian ini tidak meyimpang dari orientasi dan tujuannya. Berikut 
dikemukakan beberapa konsep dalam fokus penelitian: 
a. Oligarki Politik dalam bahasan ini adalah kepentingan aktor politik (eksekutif-
legislatif) yang termanifestasi dalam kerangka kebijakan pembangunan 
infrastruktur daerah. Adapun aktor politik yang dimaksud yaitu Kepala Daerah 
(eksekutif) dan DPRD (legislatif) di mana keduanya terlibat dalam proses 
perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur. 
b. Pembangunan Infrastruktur Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
pembangunan infastruktur yang dilaksanakan di Kabupaten Soppeng sebagai 
wujud pelaksanaan Perpres No.60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
(RKP) Tahun 2016 dengan tema “mempercepat pembangunan infrastruktur untuk 
meletakkan pondasi pembangunan yang berkualitas”. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan Teoritis 
1. Oligarki Politik 
Secara konseptual, istilah Oligarki telah lama dikenal dalam studi politik. 
Dalam International Encyclopedia of Social Sciences, Oligarki didefinisikan sebagai 
“bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan minoritas kecil”. Istilah 
tersebut diambil dari bahasa Yunani, “Oligarchia”, yang berarti pemerintahan oleh 
yang sedikit, terdiri atas kata oligoi (sedikit), dan arkhein (memerintah).1 
Beberapa kalangan ilmuwan juga menganggap oligarki merupakan sebuah 
konsep jika merujuk pada pendapat Payne maupun Leach. Oligarki juga dapat 
dianggap sebagai sebuah bentuk pemerintahan jika merunut pendapat Aristoteles dan 
Roberth A. Dahl.2  
Berbeda dengan penjelasan Jeffrey A. Winters, yang menganggap oligarki 
sebagai sebuah bentuk teori. Bagi Winters, oligarki bukan semata-mata kekuasaan 
politik di tangan minoritas kecil elit-elit politik (definisi generik), namun mengalami 
penyempitan makna ke arah definisi oligarki spesifik. Winters memahami oligarki 
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2Francois Bourricaud. “Structure and Function of The Peruvian Oligarchy. Journal 






sebagai pemusatan kekuasaan pada segelintir elit, terutama elit-elit pemegang 
kekayaan (kaum borjuis).3 
Apa yang disebut Oligarki, menurut Winters, penting untuk menempatkannya 
dalam dua dimensi. Dimensi pertama, Oligarki memiliki dasar kekuasaan, yaitu 
kekayaan material yang sangat susah untuk dipecah dan diseimbangkan. Kedua, 
Oligarki memiliki jangkauan kekuasaan yang luas dan sistemik, meskipun dirinya 
berposisi minoritas dalam suatu komunitas.4 Dengan demikian, suatu kekuasaan yang 
Oligarkis harus didasarkan pada bentuk kekuasaan yang susah dipecahkan dan 
jangkauannya yang harus sistemik. 
Studi mengenai oligarki memusatkan perhatian pada kuasa kekayaan dan 
politik yang spesifik di sekitar kuasa tersebut. Penekanannya ada pada dampak politik 
kesenjangan material terhadap “kesenjangan kondisi” yang membuat bentuk-bentuk 
kekuasaan dan ekslusi minoritas oligarkis berbeda dengan yang lainnya. Untuk itu, 
menurut Winters, teori Oligarki harus menjelaskan bagaimana kekayaan yang 
terkonsentrasi menciptakan kapasitas, motivasi, dan masalah politik tertentu bagi 
mereka yang memilikinya, selain juga harus peka terhadap bagaimana dan mengapa 
politik seputar kekayaan sebagai kekuasaan telah berubah seiring perkembangannya.5 
Berdasarkan pemahaman oligarki yang dikemukakan Winters, muncul pula 
istilah oligark (oligarch), yaitu “pelaku yang menguasai dan mengendalikan 
                                                                 
3Jeffrey A. Winters. “Oligarchy and Democracy”. Journal The American Interest Vol.VII, 
No.2, December 2011, h. 20. 
4Jeffrey A. Winters, Oligarki, h. 5-6 






konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan 
atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial ekslusifnya.6 Berdasarkan 
definisi itu, terdapat tiga hal yang saling bersangkut paut, antara lain, pertama, 
kekayaan adalah bentuk kekuasaan material yang berbeda dengan sumber daya 
kekuasaan lain yang berpusat pada minoritas; kedua, penguasaan dan pengendalian 
sumber daya itu ditujukan untuk kepentingan pribadi; dan ketiga, definisi Oligark 
tetap konsisten di berbagai zaman dan kasus. 
Dalam bukunya yang berjurdul Oligarki, Winters berusaha membalikkan 
logika umum yang lazim digunakan dalam menjelsakan oligarki. Bagi sebagian besar 
kepustakaan terkait oligarki, fokus utama analisis terlebih dahulu mendefinisikan 
oligarki kemudian melacak para pembentuk oligark tersebut. Namun Winters 
mencoba membaliknya, dengan terlebih dahulu menjelaskan oligark (pelakunya) 
secara komprehensif kemudian menjelaskan bagaimana oligark tersebut menciptakan 
sebuah oligarki dalam suatu tatanan politik.7  
Asumsi serta argumen Winters tersebut kemudian menghasilkan suatu analisis 
yang berhasil membedakan antara elit dan oligark. Meskipun kedua istilah ini sama-
sama lazim digunakan dalam beberapa kajian oligarki, namun terdapat batasan tegas 
antara keduanya. Winters justru tidak memberikan argumen tegas mana yang 
kemudian lebih tepat digunakan dalam menjelaskan oligarki. Analisis Winters juga 
                                                                 
6Jeffrey A. Winters, Oligarki, h. 8 






dapat dijadikan acuan keterlibatan oligark dalam perebutan kekuasaan, karena pada 
dasarnya tidak semua oligark terjun langsung dalam persebutan kekuasaan. 
Winters selanjutnya membuat tipologi ideal mengenai Oligarki. Menurutnya, 
semua Oligarki bisa digolongkan menurut empat ciri utama, yaitu kadar keterlibatan 
langsung Oligarki dalam pemaksaan yang menyokong hak milik atas harta dan 
kekayaan; keterlibatan Oligark dalam kekuasaan atau pemerintahan; sifat keterlibatan 
dalam pemaksaan dan kekuasan itu, apakah terpecah atau kolektif; dan Oligark 
bersifat liar atau jinak.8 
Oligark merupakan aktor sangat berpengaruh dalam ekonomi politik 
Indonesia, mereka muncul dan memperoleh kekuasaan semasa Orde Baru Soeharto, 
dan transisi menuju demokrasi bukan merupakan gangguan signifikan atau 
menyusutkan kekuasaan mereka. Oligarki itu sendiri berubah secara dramatis seiring 
tumbangnya rezim Soeharto, dari sultanistik ke penguasa kolektif, dengan 
konsekuensi penting bagaimana cara pertahanan kekayaan diupayakan dan dijamin di 
Indonesia. Namun, oligarki tidak lantas menghilang, penekanan pada bagian ini 
adalah bagaimana kekuasaan oligarkis terejawantah di Indonesia kontemporer.9 
Adanya kecenderungan perubahan bentuk Oligarki di Indonesia seperti yang 
dijelaskan oleh Winters ini dikuatkan dengan penelitian lain, walaupun tidak secara 
identik sama dalam hal penjelasannya. Hal ini misalnya yang dituliskan oleh Richard 
Robison dan Vedi R Hadiz dalam bukunya, “Reorganizing Power in Indonesia; The 
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Politics of Oligarchy in an Age of Market”. Dalam buku tersebut, kedua penulis 
beragumen bahwa Oligarki di Indonesia pada dasarnya tidak tumbang pasca 
reformasi atau jatuhnya Soeharto.10 
Oligarki yang dibesarkan oleh rezim Soeharto terus bertransformasi dengan 
menyesuaikan konteks politik di Indonesia yang didorong oleh skema neoliberalisme, 
misal demokratisasi, desentralisasi, dan deregulasi. Pasca krisis ekonomi di tahun 
1998, oligarki dengan beragam cara mampu bertahan dan kembali menjadi pemain 
utama dalam dunia bisnis di Indonesia. Untuk itu, konfigurasi tatanan yang oligarkis 
sebanarnya tetap menjadi kekuatan ekonomi politik yang dominan di Indonesia pasca 
Orde Baru.  
2. Teori Kelompok Kepentingan 
Politik kekuasaan yang diberikan kepada para elit politik cenderung dijadikan 
alat untuk mencapai kepentingan politik mereka. Aspirasi rakyat sering terlupakan 
akibat terlalu sibuknya para elit politik dalam mengurusi kepentingan partai 
politiknya. Jika hanya tergantung dari muatan kepentingan politik yang sectarian dan 
pragmatis, maka kualitas kinerja pemerintah patut diragukan. Hal ini juga 
berimplikasi terhadap kesejahteraan rakyat yang tidak akan tercapai jika kinerja 
pemerintah hanya dilandasi muatan kepentingan politik, bukan kepentingan yang 
berorientasi kepada pemenuhan kepentingan masyarakat banyak. 
Secara garis besarnya, Almond dan Powell mengurai keberagaman kelompok-
kelompok kepentingan ke dalam empat (4) kategori,11 yaitu: 
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a. Kelompok kepentingan Anomik, dimana kelompok ini muncul secara kebetulan 
(temporer), bersikap informal, muncul karna adanya isu tertentu, anggotanya 
muncul dan menghilang tidak tertentu, bekerja tidak teratur. 
b. Kelompok kepentingan Non-Asosiasional, yaitu suatu kelompok kepentingan 
yang bersifat informal, memiliki suatu lembaga atau organisasi yang agak sedikit 
mapan, anggotanya berasal dari faktor keturunan dan tidak ada unsur memilih 
untuk menjadi anggota. 
c. Kelompok Kepentingan Institusional, yaitu kelompok yang memiliki suatu 
organisasi yang telah mapan, kegiatan yang teratur, jaringan organisasi yang luas, 
tujuan organisasi yang luas, kepemimpinan yang terseleksi. 
d. Kelompok Kepentingan Asosiasional, yaiu kelompok yang dibentuk mewakili 
kepentingan kelompok yang khusus atau spesifik, memiliki lembaga yang mapan, 
menggunakan tenaga professional, memiliki prosedur yang teratur untuk 
merumuskan kepentingan dan tuntutan, kepemimpinan yang terseleksi dan tujuan 
yang bersifat khusus. 
Dominasi perilaku aktor politik dewasa ini menunjukkan terjadinya 
pergeseran orientasi dari yang semula didasari orientasi idiologis menjadi pragmatis 
yakni untuk memperoleh kekuasaan dan menggunakannya untuk kepentingan 
kelompoknya. Seperti yang dipahami bahwa tindakan politik senantiasa 
dilatarbelakangi oleh orientasi kepentingan tertentu. Misalnya kepentingan partai 
                                                                                                                                                                                       






politik yang didasarkan atas kekuasaan atau posisi sebagaimana definisi partai politik 
yang disampaikan Budiardjo.12 
Lane, Rush, dan Althoff, menyebutkan adanya kepentingan dalam konteks 
partisipasi politik, yaitu sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, sarana 
untuk memuaskan kebutuhan penyesuaian sosial, sarana untuk mengejar nilai-nilai 
khusus, dan untuk memenuhi kebutuhan bawah sadar atau kebutuhan psikologis 
tertentu.13 Halnya dalam perspektif politik anggaran yang sarat dengan kepentingan 
politik. Anggaran merupakan suatu proses politik atau sebagai arena perebutan 
sumber daya publik antara berbagai kepentingan, baik aktor-aktor di dalam lingkaran 
sistem politik yang berlaku maupun kelompok kepentingan lain yang memiliki 
pengaruh terhadap keputusan politik anggaran. Wildavsky menggambarkan politik 
anggaran dalam kalimatnya “All budgeting is about politics;most politics is about 
budgeting; and budgeting must therefore be understood as part of political game”.14 
3. Teori Elit Politik 
Berkaitan dengan analisa terhadap oligarki politik antara eksekutif dan 
legislatif dalam kerangka perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur daerah, 
maka teori elite dan interaksi politik relevan menjadi landasan konseptual penelitian 
ini. Dalam perspektif teori politik modern, Varma mengatakan bahwa, teori elite 
bersandar pada kenyataan bahwa setiap masyarakat terbagi dalam 2 (dua) kategori 
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yang luas mencakup sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya 
menduduki posisi untuk memerintah, dan sejumlah besar massa yang ditakdirkan 
untuk diperintah.15 
Menurut Keller, terdapat konsep bahwa elite adalah sekelompok individu 
yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik.16 Di sinilah 
peran elite menentukan sebuah keputusan politik itu lahir atau tidak dan akan seperti 
apa bentuknya. Sedangkan Mosca melihat elite sebagai sebuah kelompok politik. 
Dalam proses interaksi politik, elite berkuasa merupakan aktor utama yang mengelola 
dan mengendalikan sumber-sumber komunikasi.  
Kekuasaan politik selalu dijalankan oleh elite yang sesungguhnya merupakan 
kelompok minoritas. Mannheim dalam uraian Harun dan Sumarno menyatakan 
bahwa pembentukan kebijakan sebetulnya ada di tangan para elite, tetapi hal ini 
bukan berarti masyarakat tidak demokratis. Selanjutnya dinyatakan bahwa dalam 
negara terdapat kesempatan bagi setiap individu untuk menjalankan pemerintahan 
atau setidaknya menyalurkan aspirasinya. Hal ini berarti bahwa kelompok masyarakat 
yang sedang tidak memegang kekuasaan (menjadi elite) dapat menggeser elite yang 
sedang berkuasa selama mendapat dukungan masyarakat. Kelompok ini akan menjadi 
elite baru yang memegang kekuasaan.17 Adapun Mosca menyatakan bahwa: 
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Seluruh masyarakat, dari masyarakat yang demikian kurang terbangun dan 
sedikit sekali mengalami peradaban, hingga ke masyarakat yang paling maju 
dan penuh kekuatan muncul dua kelas manusia, sebuah kelas yang berkuasa 
dan sebuah kelas yang dikuasai.18 
Pareto menyampaikan teori tentang pertukaran dan mobilitas kelas. Dalam 
konteks peran elite dikenal konsep Pareto tentang sirkulasi elite (elite circulation). 
Menurut Pareto, elite adalah minoritas yang menentukan nasib kaum mayoritas yang 
dapat disebut sebagai the ruling elite. Dalam konteks Inilah Pareto menyebutnya 
dengan pergantian elite dan sirkulasi elite. Menurut Pareto, yang disebut dengan 
kaum (kelompok) elite adalah sekelompok kecil individu yang memiliki kualitas 
terbaik serta memiliki kemampuan untuk mencapai kekuasaan sosial politik.19 
Elite  juga  merupakan  individu  yang  mampu  menduduki  jabatan  tinggi  
dimasyarakat. Kaum elite ini diyakini Pareto berasal dari kelompok yang sama,yaitu 
individu yang kaya dan pandai. Dalam gagasannya, Pareto tidak menyatakan bahwa 
elite pengatur berasal dari kelas ekonomi tertentu seperti yang dikemukakan Marx. 
Pareto menyebut individu-individu yang bersirkulasi di antara elite yang tinggi dan 
strata non-elite yang rendah. Pada strata elite yang tinggi terdapat kelompok yang 
memerintah dan elite yang tidak memerintah (non-pemerintah). 
Selanjutnya ditegaskan Mosca dalam uraian Mas’oed dan Andrews bahwa 
kelas pertama (yang menguasai) yang jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan 
semua fungsi  politik,  memonopoli  kekuasaan,  dan  menikmati keuntungan yang 
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diberikan oleh kekuasaan itu. Sedangkan kelas kedua (yang dikuasai) yang jumlahnya 
jauh lebih besar, diatur dan dikendalikan oleh kelas pertama20  Laswell dalam uraian 
Budiarjo juga menjelaskan posisi dominan para elite di masyarakat: 
Kedudukan dominan dalam masyarakat, dalam arti bahwa nilai -nilai (values) 
yang mereka bentuk (ciptakan-hasilkan) mendapat penilaian tinggi dalam 
masyarakat yang bersangkutan. Nilai -nilai tersebut mungkin tanpa 
kekuasaan, kekayaan, kehormatan, pengetahuan dan lain-lain. Mereka yang 
memilikinya yang paling banyak elite orang banyak selebihnya merupakan 
massa. Elite berhasil memiliki sebagian terbanyak dari nilai-nilai, karena 
kecakapan-kecakapan serta sifat-sifat kepribadian mereka.21   
Secara empiris, riset yang dilakukan oleh Mills memaparkan bahwa terjadi 
suatu hubungan dominatif atara elite dan rakyat, dimana struktur sosial dikuasai elite 
dan rakyat adalah pihak di bawah kontrol politisnya. Hubungan dominasi itu muncul 
karena elite-elite berusaha memperoleh dukungan politis rakyat demi kepentingan 
mobilitas vertikal mereka secaraekonomi danpolitik.  Mills menemukan bahwa 
mereka para elit kekuasaan mempunyai kecendrungan untuk kaya baik melaui melaui 
investasi atau duduk dalam posisi eksekutif.22 
  Andrain yang mengutip pandangan Laswell dan Kaplan, mengatakan bahwa 
aktor politik akan sangat bergantung pada sumber daya politik yang tersedia. Untuk 
memperoleh kekuasaan politik, baik dalam arti kapatuhan, pengaruh, maupun 
otoritas, aktor politik perlu memperluas dan mendayagunakan persediaan sumber 
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daya secara efektif.23 Dalam kontek inilah pentingnya mengidentifikasi interaksi 
antar elite atau aktor di arena politik kekuasaan. 
Linz dan Stephan dalam uraian Zuhro, menyebutkan bahwa arena politik 
ditandai oleh hadirnya empat aktor utama. Pertama, the state yang dalam berbagai 
literatur ditempatkan sebagai public agency. Kedua, political society, yang di 
dalamnya terdapat partai politik. Ketiga, economic society, yang selalu bergerak 
dalam logika-logita kapital dan pasar. Keempat, civil society, yang memiliki 
karakteristik keswadayaan (voluntarisme) dan mandiri dari pengaruh negara.24 
Berdasarkan uraian teoretis tersebut di atas, studi ini memusatkan perhatian 
pada interakski actor eksekutif dan legislatif dua arena utama. Pertama interaksi di 
arenanya masing masing (micro politic) kedua interaksi antar actor dalam arena yang 
lebih luas (macro politics) salah satu arena penting yang digunakan untuk melihat 
lebih jauh keterlibatan actor-actordalam arena yang lebih luas adalah pembuatan 
kebijakan publik yakni pembangunan infrastruktur daerah Kabupaten Soppeng. 
 
Demikian dapat dikatakan bahwa politik anggaran ialah suatu prosespolitik 
yang melibatkan lebih dari satu orang/lembaga yang memiliki kekuasaan untuk 
mengendalikan anggaran dengan berbagai kepentingan. Senadadengan pendapat 
Wildavsky, Aziz mengartikan politik anggaran sebagai berikut: 
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Politik anggaran merupakan suatu proses kekuasaan politik di antara berbagai 
kepentingan yang terlibat dalam penentuan kebijakan dan alokasi anggaran, 
yaitu anggaran dialokasikan untuk siapa, kelompok siapa, di mana, dan kapan 
waktu pengalokasiannya. Tentu saja dalam proses penentuan ini ada pihak-
pihak yang dirugikan dan ada pihak-pihak yang diuntungkan.25 
Aziz mengelompokkan aktor dalam proses perumusan kebijakan ke dalam 
dua kelompok, yaitu aktor resmi dan aktor tidak resmi. Aktor resmi adalah lembaga-
lembaga pemerintah daerah yang terdiri atas eksekutif (birokrasi) danlegislatif 
(politisi). Sementara aktor tidak resmi adalah partai politik dan kelompok 
kepentingan.26 Rubbin berpendapat bahwa terjadi tarik menarik kepentingan dalam 
penyusunan anggaran berlangsung sepanjang proses penyusunan baik semenjak 
perancangannya di lingkungan eksekutif (birokrasi) maupun saat rancangannya 
dibahas dan ditetapkan di lembaga legislatif. Walaupun keterlibatan aktor lain selalu 
terjadi, secara politik aktor kunci proses penganggaran adalah pejabat publik yang 
terpilih dalam pemilu dengan birokrasi.27 
Manifestasi kepentingan politik dari para aktor politik ini dapat diidentifikasi 
ketika mereka menduduki suatu jabatan pemerintahan, misalnya di lembaga legislatif 
maupun eksekutif. Blair King dalam konteks ini mengurai bentuk peran dan interest 
(kepentingan) khususnya di ranah lembaga perwakilan yaitu: 
a. Interest bersifat personal ekonomi 
b. Interest yang dipengaruhi oleh kepentingan konstituen 
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c. Interest dari lembaga perwakilan itu sendiri 
d. Interest dari partai-partai politik.28 
Pendapat Blair King tersebut tentunya menyoroti dinamika kepentingan pada 
aktor-aktor politik di lembaga perwakilan seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daearh 
(DPRD) dimana kepentingan yang dimaksud bukan hanya bersifat individualistik, 
tetapi juga representasi kepentingan konstituen atau warga yang diakomodir oleh 
politisi tertentu yang menduduki jabatan legislatif. Dengan kata lain, anggota dewan 
menampung sekaligus mengartikulasi aspirasi rakyat berupa tuntutan maupun 
agregasi kepentingan yang beragam. Selain itu, kepentingan politik di lembaga 
legislatif pada taraf tertentu juga merepresentasikan orientasi kepentingan partai yang 
dijabarkan oleh para anggota dewan dalam posisi mereka sebagai kader-kader partai 
yang terikat secara politik. 
4. Teori Pemerintahan 
Pemerintah (government) berasal dari Bahasa Yunani, kubernan atau 
nahkodah kapal. Artinya menatap ke depan, sedangkan “memerintah” berarti melihat 
ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai 
tujuan masyarakat-negara. Pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek, 
yaitu; Pertama dari aspek dinamika, berarti segala kegiatan yang terorganisasikan, 
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bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara, mengenai rakyat 
dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan Negara.29 
Kedua, dari aspek struktural fungsional, berarti seperangkat fungsi negara 
yang satu sama lain saling berhubungan, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-
dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara. Ketiga, dari aspek tugas dan 
kewenangan, berarti seluruh tugas dan kewenangan negara.30 Dari ketiga aspek ini, 
dapat disimpulkan bahwa pemerintahan merupakan segala kegiatan yang berkaitan 
dengan tugas dan kewenangan negara (fungsi negara) di mana yang melaksanakan 
tugas dan kewenangan negara ialah pemerintah. 
Pengertian pada aspek struktural fungsional pemerintah juga dilihat sebagai 
sistem pemerintahan. Menurut Mahfud, sistem pemerintahan adalah mekanisme kerja 
dan koordinasi atau hubungan antara ketiga cabang kekuasaan yaitu 
legislatifeksekutif dan yudikatif.31 Amanwinat juga menyatakan bahwa sistem 
pemerintahan adalah hubungan antara kekuasaan eksekutif di satu pihak dengan 
kekuasaan legislatif di lain pihak. Eksekutif dalam konteks ini adalah eksekutif dalam 
arti sempit yaitu menunjuk kepada kepala cabang kekuasaan eksekutif atau the 
supreme head ofthe executive department.32 
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Sistem pemerintahan adalah sistem hubungan dan tata kerja antar lembaga-
lembaga negara dalam rangka penyelenggaraan negara. Dalam rangka pelaksanaan 
hubungan dan tata kerja antar lembagalembaga negara guna tercapainya tujuan 
negara, lazimnya dalam teori Hukum Tata Negara khususnya mengenai sistem 
pemerintahan bahwa terdapat tiga model sistem pemerintahan, yaitu; sistem 
pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan 
campuran atau quasi presidensial dan quasi parlementer. 
Hal ini dipertegas dengan beberapa pendapat ahli yang mengemukakan model 
sistem-sistem pemerintahan seperti halnya G.Sartori, membagi sistem pemerintahan 
menajadi tiga kategori, yaitu; presidentialism, parliamnetary system, dan semi 
presidentialism. Sedangkan Asshiddiqie dan Soemantri, menyebut tiga variasi sistem 
pemerintahan, yaitu; sistem pemerintahan presidensial (presidential system), sistem 
parlementer (parliamnetary system), dan sistem pemerintahan campuran (mixed 
system atau hybrid system).33 
Isra berpendapat bahwa sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan 
yang paling luas diterapkan di seluruh dunia. Sistem parlementer lahir dan 
berkembang seiring dengan perjalanan ketatanegaraan Inggris. Dalam sistem 
parlementer hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan sangat erat. Hal ini 
disebabkan adanya pertanggung jawaban para menteri terhadap parlemen, maka 
setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukunganan kepercayaan dengan 
                                                                 






suara terbanyak dari parlemen yang berarti, bahwa setiap kebijakasanaan pemerintah 
atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen.34 
Berkenaan dengan sistem pemerintahan presidensial, eksekutif tidak 
bertanggung jawab kepada badan legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif tidak 
dapat dijatuhkan oleh atau melalui badan legislatif. Menurut Asshiddiqie, dalam 
sistem pemerintahan presidensial terdapat beberapa karakteristik sebagai berikut: 
a. Pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. 
b. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak 
terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja 
c. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala 
negara adalah sekaligus kepala pemerintahan. 
d. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai   bawahan 
yang bertanggung jawab kepadanya. 
e. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif demikian sebaliknya. 
f. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen 
g. Berlaku prinsip supremasi konstitusi dan pemerintah eksekutif bertanggung jawab 
kepada konstitusi 
h. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat 
i. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat.35 
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Sedangkan sistem pemerintahan yang terakhir yakni gabungan antara 
keduanya adalah sistem pemerintahan campuran (mixed system atau hybrid system) 
adalah sistem pemerintahan yang berupaya mencarikan titik temu antar sistem 
pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Fungsi ganda 
presiden sebagaimana dalam sistem pemerintahan presidensial tetap dipertahankan. 
Namun sebagai kepala pemerintahan, presiden berbagi kekuasaan dengan perdana 
menteri yang menimbulkan dual executive system.36 
 












Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 
                                                                 











A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didasarkan pada substansi 
masalah penelitian yang menuntut berbagai aktivitas dalam rangka menjelaskan dan 
memahami fokus pada penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah upaya untuk 
menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya dalam dunia dari segi konsep, perilaku, 
persepsidan persoalan tentang manusia yang diteliti. Denzim dan Lincoln dalam 
uraian Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 
menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan 
dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.1 
Penelitian ini bertujuan menganalisa oligarki politik antara eksekutif (Kepala 
Daerah) dan legislatif (DPRD) dalam kerangka kebijikan pembangunan infrastruktur 
daerah di Kabupaten Soppeng. Dengan fokus tersebut, penelitian ini membutuhkan 
jawaban empiris sehingga pendekatan metode penelitian kualitatif dengan desain 
penelitian lapangan (field research) relevan digunakan untuk memperoleh data-data 
empiris dari informan penelitian. 
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2. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Soppeng, di 2 tempat berbeda yakni 
di kantor sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng dan kantor Pemerintah Daerah 
Kabupaten Soppeng. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa di 
tempat inilah fenomena yang diteliti terjadi dan merupakan tempat para informan 
beraktivitas dan mereka sebagai subjek penelitian. Rentang waktu yang digunakan 
untuk meneliti berkisar dua bulan sejak proses observasi awal dilaksanakan hingga 
tahap akhir penelitian. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Dalam kerangka umum suatu penelitian, metode pendekatan terdiri atas dua 
perspektif, yakni pendekatan keilmuan dan pendekatan metode.2 Berdasarkan 
orientasi akademik dan kompetensi penulis, pendekatan keilmuan yang digunakan 
adalah ilmu politik khususnya teori pemerintahan, teori elit dan teori politik 
kepentingan (interest). Sedang aspek metodologi yang dimaksud adalah metode 
kualitatif dengan desain penelitian lapangan (field research). 
 
C. Sumber Data 
Penentuan sumber data pada penelitian kualitatif ditentukan secara purposive, 
yaitu suatu teknik pengambilan sumber data berdasarkan pertimbangan rasional 
bahwa informanlah yang memiliki otoritas dan kompetensi untuk memberikan 
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informasi atau data sesuai yang peneliti harapkan.3 Menurut Lofland dalam kutipan 
Moleong, sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, data 
tertulis, dokumen, grafik dan statistik.4 
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua rangkaian data, yaitu data 
tertulis dan data lapangan. Data tertulis yang dimaksud berupa data-data literatur atau 
hasil kajian pustaka (library resaerch) berupa jurnal penelitian, referensi buku ilmiah, 
majalah, suratkabar, referensi internet dan data tertulis lainnya yang relevan dengan 
orientasi penelitian. Sedangkan data lapangan bersumber dari penelitian lapangan 
(field research) berupa hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
1. Wawancara 
Menurut Lincoln dan Guba, tujuan wawancara adalah untuk mengkonstruksi 
mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, memverifikasi, 
mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain5. Adapun jenis 
wawancara yang digunakan yaitu wawancara tidak terstruktur yakni wawancara 
secara mendalam wawancara tak terstruktur ,Hal ini disebabkan wawancara 
terstruktur berpedoman pada daftar pertannyaan, yang terlewatkan berkaitan dengan 
materi atau subtansi atau isi yang akan digali dari narasumber 
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Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh dan menggali data secara jelas 
dan konkret terkait focus penelitian dimana informan yang diwawancarai adalah 
pejabat legislatif (DPRD) dan eksekutif atau unsur birokrat Pemkab Soppeng serta 
beberapa informan yang dianggap memiliki informasi atau data-data yang relevan. 
Informan tersebut dipilih berdasarkan teknik snowball sampling dengan 
menggunakan panduan wawancara (interview guide) 
2. Observasi 
Obseravsi adalah proses pengamatan langsung terhadap aktivitas Pemerintah 
Daerah, baik para anggota DPRD Kabupaten Soppeng maupun unsur Pemkab 
Soppeng. Dalam penelitian ini digunakan metode observasi partisipatif (kategori 
pasif) di mana kehadiran peneliti diketahui informan dalam mengamati kegiatan 
subjek yang diamati, tetapi peneliti tidak sepenuhnya terlibat langsung dalam 
kegiatan tersebut. Dalam proses observasi digunakan instrumen penelitian berupa alat 
bantu rekam peristiwa, seperti camcorder, kamera foto, maupun catatan lapangan. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan 
datadalam bentuk dokumen, yaitu catatan peristiwa yang telah berlalu baik berupa 
tulisan maupun gambar yang digunakan sebagai pelengkap penggunaan metode 
observasi dan wawancara dalam penelitian.6 Data dokumentasi yang dimaksud 
terutama bersumber dari arsip pemerintah baik berupa profil instansi 
                                                                 







(DPRD/Pemkab) regulasi/Perda, Lakip, RKPD/RPJMD, KUA, dokumen terkait 
pembangunan infrastruktur daerah, dan dokumen relevan lainnya. 
 
E. Instrumen Penelitian 
Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan peneliti adalah 
instrumen kunci. Kedudukan peneliti sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif 
adalah hal yang utama karena sekaligus sebagai perencana, pelaksana pengumpulan 
data, analisis dan penafsir data serta pelapor hasil penelitian.7 Dalam kaitan ini, 
peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian dengan menggunakan catatan 
pengamatan (fieldnote) dan alat bantu rekam peristiwa seperti camcorder dan kamera 
foto. Selain itu proses wawancara terhadap subjek/informan memungkinkan adanya 
penggunaan instrumen berupa teks wawancara yang berfungsi sebagai pedoman bagi 
peneliti dan informan untuk mengungkap suatu permasalahan. 
 
F. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara 
mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 
akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 
                                                                 






maupun orang lain.8 Jadi teknik analisis data adalah metode yang digunakan dalam 
menganalisis data-data penelitian yang telah dikumpulkan. Adapun metode yang 
peneliti gunakan dalam metode analisis data dalam penelitian ini adalah model 
interaksi Miles dan Huberman, yakni analisis data dilakukan saat pengumpulan data 
berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu.9 Teknik analisis 
data tersebut dijelaskan sebagai berikut: 
1. Reduksi Data 
Reduksi  data  adalah  merangkum  dan  memilih  hal-hal  yang  pokok  dan 
memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema yang dianggap penting 
dan relevan dengan gambaran kohesifitas suporter sepak bola dalam perspektif 
komunikasi kelompok. Reduksi data khususnya data kategori oligarki politik antara 
DPRD dan Kepala Daerah dan kategori faktor-faktor yang memengaruhi oligarki 
politik DPRD dan Kepala Daerah dalam kebijakan pembangunan infrastruktur 
Kabupaten Soppeng. 
2. Display atau Penyajian Data 
Display yaitu penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan dansejenisnya 
yang merupakan lanjutan set elah data direduksi dan melalui penyajian datatersebut, 
maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah 
untuk dipahami. 
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3. Verifikasi dan Kesimpulan 
Verfikasi adalah penarikan kesimpulan, yakni setelah data dipolakan, 
difokuskan dan disusun secara sistematik dalam bentuk naratif, maka melalui metode 
induksi, data tersebut disimpulkan. Sehingga makna data dapat ditemukan dalam 
bentuk tafsiran dan argumentasi. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 
berlangsung. Dari kesimpulan yang diambil, apabila masih terdapat kekurangan akan 
ditambahkan 
G. Pengecekan Keabsahan Data 
Dalam penelitian kualitatif, penting untuk mengecek keabsahan data untuk 
menghindari data yang tidak valid. Hal ini untuk menghindari adanya jawaban dari 
informan yang tidak jujur. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik triangulasi, yakni pengecekan keabsahan data dengan 
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang ada untuk kepentingan pengecekan 
keabsahan data atau sebagai bahan perbandingan terhadap data yang ada.Triangulasi, 
dilakukan dan digunakan untuk mengecek keabsahan datadengan berbagai teknik 
pengumpulan data dan berbagai sumber data.10 Tirangulasi dilakukan dengan cara 
membandingkan data observasi, data hasil wawancara dan dokumentasi untuk sumber 
data yang sama sehingga menjadi data yang autentik dengan masalah penelitian. 
Sedangkan triangulasi dengan menggunakan sumber, yaitu dengan membandingkan 
dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari 
lapangan penelitian melalui sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. 
                                                                 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Profil Dearah Kabupaten Soppeng 
1. Kondisi Geografis 
Kabupaten Soppeng merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan yang 
terletak antara 40 06’ Lintang Selatan dan 40 32’ Lintang Selatan dan antara 1190 47’ 18” Bujur 
Timur dan 1200 06’ 13” Bujur Timur. Letak Kabupaten Soppeng di depresiasi Sungai Walanae 
yang terdiri dari daratan dan perbukitan. Dengan luas daratan 700 km2 berada pada ketinggian 
rata-rata kurang lebih 60 m di atas permukaan laut. Perbukitan yang luasnya 800 km2 berada 
pada ketinggian rata-rata 200 m di atas permukaan laut. Ibukota kabupaten Soppeng yaitu Kota 
Watansoppeng berada pada ketinggian 120 m di atas permukaan laut.  
Kabupaten Soppeng merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan yang 
secara administratif dibagi menjadi 8 kecamatan, 21 kelurahan, 49 desa, 39 Lingkungan, 124 
Dusun, 438 Rukun Kampung, dan 1.163 Rukun Tetangga dengan batas wilayah :  
a. Sebelah Utara: Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Wajo  
b. Sebelah Timur: Kebupaten Wajo dan Kabupaten Bone   
c. Sebelah Selatan: Kabupaten Bone  
d. Sebelah Barat: Kabupaten Barru 
2. Kondisi Demografis 
Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2010-2020, jumlah penduduk Kabupaten 
Soppeng tahun 2016 sebanyak 226.305 orang yang terdiri dari 106.485 laki-laki dan 119.820 






orang. Rasio jenis kelamin Kabupaten Soppeng sebesar 89 yangberarti ada sebanyak 89 laki-
lakidiantara 100 perempuan. Jumlah rumah tangga di KabupatenSoppeng sebanyak 58.055 
rumah tangga dimana kecamatan yang memiliki rumah tangga terbesar yaitu Kecamatan 
Marioriwawo sebanyak 11.138 rumah tangga. Pada akhir tahun 2016, ada sebanyak 73 orang 
pencari kerja yang terdaftaryang terdiri dari 38 laki-laki dan 35 perempuan. Pencari kerja 
tersebut paling banyak berada pada kisaran umur 20-29 tahun dan merupakan lulusan DIV/S1. 
3. Pemerintahan  
Berdasarkan data publikasi BPS tentang Kabupaten Soppeng dalam angka 2017, 
diketahui bahwa Kabupaten Soppeng terdiri dari 49 Desa dan 21 Kelurahan. Satuan Lingkungan 
di bawah desa dan kelurahan terdapat sebanyak 125 Lingkungan, 43 Dusun, 445 RW dan 1.191 
RT. Data publikasi BPS tahun 2017 juga menjelaskan jumlah anggota DPRD Kabupaten 
Soppeng ada sebanyak 30 orang yang terdiri dari 24 laki-laki dan 6 perempuan. Selama tahun 
2016, ada sebanyak 35 produk hukum yang dihasilkan antara lain 8 Peraturan Daerah, 23 
Keputusan DPRD dan 4 Keputusan Pimpinan DPRD. Kemudian ada sebanyak 5.514 PNS di 
lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 2.256 lakilaki dan 3.258 perempuan. 
Berikut ini diuraikan daftar nama anggota DPRD Kabupaten Soppeng berdasarkan latar 
partai politik dan daerah pemilihannya: 
 
Tabel 4.1 Daftar Nama Anggota DPRD Kab.Soppeng Masa Jabatan 2014-2019 
 
No Nama Anggota Partai Alamat Dapil 
1 Arisman, SH Partai Keadlan Sejahtera Dapil 4 
2 
3 
Haeruddin Tahang, SE 
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30 A. Mursadi, AP PBB Dapil 1 
Sumber: Dokumen DPRDKabupaten Soppeng (olah data 2018) 
B. Profil Informan  
Dalam penelitian ini, ada enam informan kunci (key informan) yang telah dipilih untuk 
memberikan informasi penelitian. Dalam pelaksanaan wawancara, semua informan bersedia 
meluangkan waktu untuk diwawacarai sehingga peneliti tidak mengalami kendala selama proses 
penelitian di lapangan. Berikut ini adalah daftar informan yang telah diwawancarai selama 
penelitian ini terselenggara: 
Tabel 4.2 Daftar Informan 
Nama Identitas 
1. Andi Takbir A.S, SE Tempat Tgl/Lahir 
Profesi/Jabatan 
Alamat 
: Soppeng, 5 September 1973 
: Ketua Komisi I (PPP) 
: Appalaring’e 








: Wakil Ketua Komisi III (Golkar) 
: Walimpong 
3. Ibrahim SE., MM Tempat Tgl/Lahir 
Profesi/Jabatan 
Alamat 
: Lalliseng 10 Oktober 1996 
: Wakil Ketua Komisi II (PDI) 
: Gattaeng 
4. Asnaidi SH., MH Tempat Tgl/Lahir 
Profesi/Jabatan 
Alamat 
: Calio, 31Desember 1966 
: Wakil Ketua Komisi I (Golkar) 
: JL Bukit Tujuh Wali-Wali 
5. Arisman Tempat Tgl/Lahir 
Profesi/Jabatan 
Alamat 
: Lebbae, 31 Desember 1965 
: Anggota DPRD Komisi I (PKS) 
: Lebbae 
6. Andi Mahfud, S.Sos Tempat Tgl/Lahir 
Profesi/Jabatan 
Alamat  
: Soppeng, 28 April 1959 
: Anggota DPRD Komisi II (Gerindra) 
: Lalabatarilau 
Sumber: Transkrip hasil wawancara (olah data 2018) 
C. Temuan Data dan Pembahasan 
Pada sub pembahasan ini dijelaskan mengenai hasil analisis data-data yang diperoleh dari 
data primer dan data sekunder penelitian. Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara 
terhadap anggota DPRDKabupaten Soppeng. Data tersebut merupakan data pokok dimana 
analisisnya ditunjang oleh data-data primer lainnya yakni hasil observasi di lapangan dan 
beberapa sumber data sekunder atau data teoretis dari literatur kepustakaaan untuk memperdalam 
hasil analisis tentang oligarki politik antara DPRD dan Kepala Daerah dalam kebijakan 
pembangunan infrastruktur di Kabupaten Soppeng, dan faktor-faktor yang memengaruhi 







1. Oligarki Politik antara DPRD dan Kepala Daerah dalam Kebijakan Pembangunan 
Infrastruktur Kabupaten Soppeng 
Sebelum membahas temuan data mengenai oligarki politik antara DPRD dan Kepala 
Daerah dalam kebijakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Soppeng, terlebih dahulu 
dikemukakan pola hubungan antara DPRD dan Kepala Daerah. Sebagaimna yang diketahui 
bahwa DPRD adalah mitra kerja eksekutif dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di 
daerah. Legislatif (DPRD) sebagai mitra eksekutif (Kepala Daerah) bukan berarti sebuah 
kerjasama untuk memenuhi kepentingan masing-masing pihak dalam arti kepentingan individual, 
kelompok dan atau kepentingan partai, akan tetapi kedua lembaga tersebut berorientasi untuk 
menetapkankebijakan yang telah disepakati secara kolektif sehingga dapat diimplementasikan 
untuk kepentingan rakyat di daerah.  
Pelaksanaan fungsi DPRD dan Kepala Dearah diharapkan saling memahami tugas dan 
kewenangan yang melekat pada masing-masing lembaga tersebut secara proporsional, tanpa 
saling mencurigai, membawahi, menonjolkan atau satu pihak lebih mendominasi pihak lainnya. 
Temuan data menunjukkan bahwa relasi antara anggota legislatif dan Kepala Daerah di 
Kabupaten Soppeng berjalan baik dan harmonis, sebagaimana yang diungkapkan olehWakil 
Ketua Komisi III DPRD fraksi Golkar, Amiruddin Bakri: 
Tidak ada masalah, jadi sekarang eksekutif dan legislatif berhubungan bagus bahwasanya 
di sini kelihatannya tidak ada perbedaan partai, tetap satu walaupun ada namanya partai-
partai dapil didalam melaksanakan tugas itu satu kesatuan untuk membentuk suatu 
keberhasilan yang memuaskankan untuk kepentingan masyarakat.64 
Hal senada dingkapkan oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD fraksi Golkar, Asnaidi, dan 
Anggota DPRD Komisi II fraksi Gerindra, Mahfudyang menanggapi tentang dinamika hubungan 
antaranggota legislatif yang berbeda partai di internal DPRD Kabupaten Soppeng: 
                                                                 
64Amiruddin Bakri, Wakil Ketua Komisi III DPRD fraksi Golkar. Wawancara, Sekretariat DPRD 






Jadi, realitanya begitu dinamis dan cukup baik, dinamis ya. Dinamis itu pastikan tidak 
mungkin sama baiknya sesama partai, meskipun beda partai dinamis dan cukup baik.65  
Menurut saya tujuan kitakan untuk memerhatikan masyarakat, memerhatikan 
kesejahteraan masyarakat. Saya kira tidak ada masalah meski berbeda partai sama-sama 
berjuang untuk kesejahteraan masyarakat.66 
Keterangan dari ketiga informan tersebut di atas mengindikasikan bahwa oligarki politik 
DPRD dan Kepala Daerah Kabupaten Soppeng ada hubungannya dengan latar partai politik. 
Meskipun demikian, masing-masing anggota DPRD yang terikat dalampartai politik 
tertentusama-sama berorientasi untuk memenuhi kepentingan masyarakat, dalam hal ini 
representasi kepentingan atau aspirasi konstituen di wilayah masing-masing (dapil) anggota 
DPRD. Dengan demikian, oligarki politik legislatif dan eksekutif tidak dapat dipisahkan dengan 
kepentingan partai politik yang melatarbelakanginya.Berbeda dengan pernyataan Anggota 
DPRD Komisi II fraksi Gerindra, Mahfud yang menyatakan bahwa interes partai politik 
dipisahkan dengan kepentingan lembaga (DPRD):   
Tergantung dari masalahnya apa. Inikan lembaga politik cuman yang namanya politik 
dalam hal ini kepentingan politik dipisahkan dengan kepentingan lembaga.67 
Pernyataan informan tersebut di atas seakan meniadakan interes partai politik yang 
termanifestasi dalam penentuan kebijakan daerah di ranah legislatif, padahal kehadiran anggota 
legislatif di DPRD sedikit banyak melalui jalur atau intervensi partai politik.Dengan kata lain, 
eksistensi partai politik bersama kadernya di ranah legislatif tidak dapat diabaikan begitu saja. 
Faktanya, temuan data menunjukkan bahwa struktur anggota DPRD Kabupaten Soppenglebih 
didominasi oleh dua partai besar, yakni fraksi partai Gerindra dan partai Golkar (lihat Tabel 4.2).  
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Secara kuantitatif anggota DPRD dari fraksi partai Gerindra dan partai Golkar di DPRD 
Kabupaten Soppeng memang lebih banyak, akan tetapi ini tidakberarti mereka lebih 
mendominasi dalam penentuan arah kebijakan daerah di Kabupaten Soppeng. Dalam konteks 
perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur daerah, semua anggota fraksi partai politik 
tersebut dilibatkan dalam membuat persetujuan bersama dengan Kepala Daerah. Hal ini seperti 
yang dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD fraksi Golkar, Amiruddin Bakri ketika 
menanggapi persoalan ada tidaknya dominasi anggota parpol di lembaga legislatif dalam 
penentuan arah kebijakan daerah: 
Secara umum kita melakukan paripurna, semua partai di situ dilibatkan dan tidak ada 
istilah membuat aturan kebijakan hanya dari satu partai, di sini semua partai yang 
bergabung dalam lembaga ini memperoleh akses yang setara dalam menentukan 
kebijakan infrastrukur pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.68 
Keterangan senada diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD fraksi Golkar, 
Asnaidi yang menyatakan bahwa tidak ada dominasi anggota parpol tertentu di lembaga legislatif 
dan semua keputusan di DPRD adalah keputusan kolektif: 
Tidak juga, karena keputusan di DPRD itu adalah keputusan kolektif. Diberi kesempatan 
dan diberi ruang untuk setiap anggota DPRD punya pendapat masing-masing dan 
menurut saya tidak juga karena keputusan DPRD itu adalah keputusan kolektif bukan 
keputusan individual dan bukan keputusan partai.69 
Berdasarkan keterangan dari kedua informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa oligarki 
politik interes legislatif dan eksekutif dalam penentuan kebijakan pembangunan infrastruktur 
daerah, tidak berjalan timpang hanya didominasi oleh satu kelompok kepentingan atau mayoritas 
fraksi partai politik, melainkan kebijakan dibangun berdasarkan persetujuan bersama (konsensus) 
dan bersifat kolektif di mana semua anggota fraksi dilibatkan. Berkenaan dengan hal ini, Wakil 
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Ketua Komisi II DPRD fraksi PDI, Ibrahim, dan Anggota DPRD Komisi I fraksi PKS, Arisman 
mengutarakan pendapatnya sebagai berikut: 
Pada prinsipnya adalah komunikasi politik harus berjalan dengan baik, dan faktor bahwa 
apakah ada dominasi tidak menjadi suatu acuan.70 
Faktor yang penting adalah selalu memberi dan meminta masukan-masukan dari semua 
partai tidak kecual partai yang kecil, ada musyawarah dan mufakat sebelumnya, kalau di 
DPRD Soppeng ini tidak teralu tampak perbedaan.71 
Keterangan dari kedua informan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik 
antaranggota legislatif maupun antara legislatif (DPRD) dan eksekutif (Kepala Daerah) berjalan 
dengan baik sehingga perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Soppeng 
menghasilkan sebuah konsensus. Meskipun demikian, konsensus ini tidak berarti meniadakan 
perbedaan kepentingan politik antaranggota legislatif dan Kepala Daerah yang dapat 
menimbulkan konflik kepentingan di antara mereka. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh 
Wakil Ketua Komisi III DPRD fraksi Golkar, Amiruddin Bakri: 
Konflik kepentingan itu bisa terjadi kalau memang anggota dewan atau kepala dearah 
mempertahankan kepentingan pribadinya, bisa saja terjadi mengingat bahwa kebutuhan 
masing-masing berbeda apalagi jikalau berbeda partai. Walaupun kita sama partai, tidak 
akan sama semua karena kita punya pendapat semdiri. Walaupun kita sama partai pasti 
berbeda tergantung situasi dan kondisi masing-masing wilayah dapil.72 
Senada dengan keterangan dari Wakil Ketua Komisi II DPRD fraksi PDIP, Ibrahim yang 
menyatakan bahwa kepentingan politik dapat mengakibatkan pertentangan di antara aktor 
politik: 
Pertama adalah politik itu adalah terkait dengan kepentingan kemudian yang bisa 
menyebabkan adanya pertentangan atau kesalahpahaman itu tergantung dari pokok 
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permasalahannya seperti apa, kemudian tujuan sasarannya dari program atau kegiatan itu, 
saya kira itu penempatan-penempatan program kegiatan.73 
Dengan demikian, apayang diungkapkan oleh kedua informan sebelumnya 
mengindikasikan bahwa konflik kepentingan antaraktor politik adalah sebuah keniscayaan yang 
tidak mungkin dihindari, terutama mengingat perbedaan latar partai politik, perbedaan pemikiran 
politik individual di antara anggota legislatif dan eksekutif serta perbedaan cara 
mengartikulasikan kepentingandi ranah kebijakan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, Wakil 
Ketua Komisi I DPRD fraksi Golkar, Asnaidi menuturkan pandapatnya sebagai berikut: 
Jadi kita saling menghargai toleransi dan kita paham masing-masing antara kepentingan 
pribadi dan kepentingan politik dan kepentingan orang banyak dan disitulah intinya kita 
mampu melihat itu bahwa dimana kita berada apakah ini kepentingan pribadi, apakah ini 
kepentingan partai, atau kepentingan umum itu sehingga terjadi soliditas. Kita tetap solid 
sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat menyampingkan kepentingan umum.74 
Masing-masing pihak, baik anggota DPRD maupun Kepala Daerah juga menyadari 
kedudukannya yang setara sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh karena itu, DPRD 
dan Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dituntut agar berhaluan sama 
terutama menciptakan “persetujuan bersama” dalam menentukan kebijakan publik sebagaimana 
yang diamanatkan undang-undang. Hal ini tersirat dalam keterangan wawancara dengan Wakil 
Ketua Komisi II DPRD fraksi PDIP, Ibrahim dan Anggota DPRD Komisi II fraksi Gerindra, 
Andi Mahfud: 
Saya kira tidak ada permasalahan karena antara DPRD dan Pemerintah sama-sama 
penyelenggara pemerintahan, olehnya itu dengan pelaksanaan tugas dan fungsi itu selalu 
seiring karena semua program yang dilaksanakan menjadi persetujuan bersama dalam 
bentuk RPJMD. Pandangan secara pribadi dan totalitas fraksi kami di PDI-Perjuangan 
berjalan dengan baik dan semua pengusulan baik Perda maupun program kegiatan selalu 
ada komunikasi karena kami adalah praktek pendukung untuk bapak Bupati sehingga 
dalam penyusunan program kegiatannya selalu berkonsultasi dan berkordinasi dengan 
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fraksi kami dan kami tentu membakcup dan memberikan masukan ketika bertentangan 
dengan kepentingan masyarakat karena urgensinya adalah untuk kepentingan publik dan 
kepentingan masyarakat umum. Relasi antara DPRD dan Kepala Daerah dalam konteks 
perumusan kebijakan daerah Kabupaten Soppeng berjalan dengan baik sesuai dengan 
yang kita harapkan bersama, mengingat kitakan sama-sama penyelenggara pemerintahan 
dalam hal ini, namun untuk di DPRD kita cuman untuk pengawasan saja.75 
Wakil Ketua Komisi I DPRD fraksi Golkar, Asnaidi menyatakan bahwa keterlibatan 
DPRD sebagai wakil rakyat sangat penting dalam konteks perumusan kebijakan daerah, di mana 
kebijakan pembangunan infrastruktur daerah yang telah dirumuskan dan yang akan dilaksanakan 
oleh Kepala Daerah harus melalui persetujuan DPRD:     
Harus memang demikian karena kita ini DPR adalah persatuan wakil rakyat sehingga apa 
yang dilakukan pemerintah daerah harus memang persetujuan DPRD karena pengawas 
tertinggi adalah rakyat, kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Sedangkan DPR adalah wakil 
dari rakyat dan representasi dari rakyat sehingga harus memang dipandang penting harus 
ada keterlibatan legislatif.76 
Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi III DPRD fraksi Golkar, Amiruddin Bakri menanggapi 
orientasi Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 
241 yang menghendaki adanya “persetujuan bersama” antara DPRD dan Kepala Daerah dalam 
penyusunan kebijakan daerah sehingga memengaruhi hubungan kedua pihak tersebut: 
Tidak ada masalah sepanjang pemerintah daerah akan melakukan sesuatu kegiatan tidak 
serta merta melakukan tanpa melalui persetujuan dewan. Saya kira begini, bahwasanya 
kebijakan harus melalui tahapan walaupun kita ini tidak memiliki persoalan legislatif dan 
eksekutif tapi namanya tahapan peraturan daerah harus ada mekanismenya, tapi untuk 
seperti ada yang tidak merestui itu sama sekali tidak muncul, tidak ada dan itu saja 
kuncinya sepanjang antara legislatif dan eksekutif bagus komunikasinya semua masalah 
tidak akan muncul, yang muncul itu ketika legislatif dan eksekutif bertolak belakang. 
Secara umum di Kabupaten Soppeng ini alhamdlillah legislatif dan eksekutif 
berhubungan baik.77 
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Keterangan informan tersebut di atas menunjukkan bahwa relasi antara DPRD dan 
Kepala Daerah dalam konteks perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur daerah 
Kabupaten Soppeng berjalan dengan baik, di mana masing-masing pihak melaksanakan aturan 
dan mekanisme dalam merumuskan sebuah kebijakan sehingga terbentuk sebuah persetujuan 
bersama antara DPRD dan Kepala Daerah.Wakil Ketua Komisi I DPRD fraksi Golkar, Asnaidi 
menyatakan bahwa ada mekanisme yang harus dilalui dalam pembahasan anggaran 
pembangunan infrastruktur di DPRD Kabupaten Soppeng: 
Jadi hal itu sudah diatur dengan jelas oleh tata tertib DPRD sendiri dalam hal kaitannya 
hal tersebut bahwa ada mekanisme tentang pembahasan kalau berbicara anggaran dsb. 
Tata cara pembahasan di DPRD ada mekanisme tersendirinya soal itu diatur dengan jelas, 
terkait dalam hal perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur Kabupaten Soppeng. 
Itupun kalau ada hal-hal yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah di luar yang telah 
disepakati itu tetap kembai ke DPRD untuk meminta persetujuan supaya hubungannya 
berjalan dengan baik.78 
Keterangan informan tersebut di atas sejalan dengan pernyataan Anggota DPRD Komisi I 
fraksi PKS, Arisman yang menyatakan pentingnya persetujuan bersama antara DPRD dan 
Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah: 
Menurut saya persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah dalam penyusunan 
kebijakan daerah itu bagus karena setiap program pemerintah yang dari eksekutif harus 
memang melalui persetujuan DPRD. Selama ini kita juga kan punya pandangan yang 
sama untuk membangun daerah. Dengan adanya kesamaan pandangan untuk membangun 
daerah maka semua faktor-faktor kepentingan dikesampingkan selain daripada untuk 
pembangunan daerah saja.79 
Keterangan informan tesebut menegaskan bahwa antara DPRD dan Kepala Daerah 
mempunyai pandangan atau orientasi kepentingan yang sama untuk membangun daerah. Dengan 
demikian, dapat dikatakan bahwa ada titik temu (konsensus) antara legislatif dan eksekutifuntuk 
bersama-sama membangun daerah sehingga terjadi konsolidasi antaranggota DPRD dan Kepala 
                                                                 
78Asnaidi, Wakil Ketua Komisi I DPRD fraksi Golkar. Wawancara, Sekretariat DPRD Kabupaten 
Soppeng, 2018 







Daerah dalam merealisasikan kebijakan tersebut.Hal ini didukung dengan pernyataan dari Wakil 
Ketua Komisi I DPRD fraksi Golkar, Asnaidi: 
 
Hubungan yang saya lihat sampai saat ini dan selama kemimpinan bapak Bupati ini 
cukup bagus, karena kedua belah pihak berkomunikasi misalnya kita di DPRD dalam 
persoalan hukum dan perumusan kebijakan ada tim produk hukum dan ada juga pihak 
pemerintah daerah. DPRD Komunikasinya ada dan setiap pengambilan keputusan itu 
dimasukkan kepada mekanisme yang ada di DPRD yang itu adalah pembahasan pokok, 
pembahasan tertentu apakah itu level pimpinan apakah di level komisi atau di level 
paripurna dan kesimpulannya semuanya berjalan dengan baik.80 
Selain karena faktor kesadaran akan kedudukan, tugas dan wewenang masing-masing 
pihak, serta faktor komunikasi politik di antaranya, konsolidasi itu dimungkinkan terjadi karena 
faktor regulasi pemerintah yang menghendaki kedua pihak (DPRD-Kepala Daerah) untuk saling 
bekerjasama sebagai mitra penyelenggara pemerintahan daerah.Konsolidasi kedua pihak inilah 
yang kemudian menentukan terselenggaranya pembangunan infrastruktur di Kabupaten 
Soppeng. Ketua Komisi I DPRD fraksi PPP, Andi Takbir, dan Wakil Ketua Komisi II DPRD 
fraksi PDIP, Ibrahim, sama-sama menyatakan bahwa visi misi pemerintah daerah juga menjadi 
prioritas legislatif terutama dalam konteks perencanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten 
Soppeng: 
Kebijakan yang sesuai dengan aturan dan tahapan-tahapan menurut pandangan saya, 
sepakat-sepakat saja.Sesuai dengan visi misi pemerintah daerah yang kita prioritaskan itu 
diutamakan dulu.81 
Prioritas utama saya kira infrastruktur sejalan dengan visi misi bapak Bupati kemudian 
target-target yang ingin dicapai itu seratus kilo meter dalam pertahunnya. Jadi dalam 
kurun waktu 5 tahun kita bisa capai target 500 kilo meter dan target itu harus kita kejar 
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dan kita harus porsi anggaran untuk itu karena itu masuk dalam RPJMD dan sudah 
disetujui oleh pihak dengan itu harus kami kawal dari PDI-Perjuangan.82 
Temuan data observasi jugamenunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten 
Soppeng terkait implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan 
optimal. Hal ini terjadi karena adanya konsensus lintas lembaga eksekutif dan legislatif terutama 
dalam hal kebijakan politik anggaran seperti yang termanifestasi dalam rancangan Kebijakan 
Umum Anggaran (KUA) tahun 2017 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng yang dibahas 
bersama dengan DPRD Kabupaten Soppeng. Dengan demikian, legislatif dan eksekutif juga 
melakukan koordinasi dalam konteks perencanaan kebijakan anggaran pembangunan 
infrastruktur di Kabupaten Soppeng. 
Adapun bentuk koordinasi legislatif dalam perencanaan kebijakan anggaran 
pembangunan infrastruktur, seperti yang dijelaskan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD fraksi 
PDIP, Ibrahim danWakil Ketua Komisi III DPRD fraksi Golkar, Amiruddin Bakri: 
Dalam penyusunan kebijakan anggaran pembangunan infrastruktur itu pada saat 
penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) maka kami dari DPRD termasuk 
juga PDI-Perjuangan memberikan masukan dalam bentuk yang ada istilahnya pokok-
pokok pemikiran dewan.83 
Sebelumya kita melakukan rapat terlebih dahulu rapat internal di DPRD untuk membahas 
kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan pemerintah daerah belum bisa melakukan jika 
tidak ada persetujuan DPRD dan tergantung pemerintah daerah bagamana cara 
memasukan perdanya untuk disetujui DPRD.84 
Pembangunan infrastruktur sudah menjadi prioritas kebijakan bagi seluruh pemerintah 
daerah sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No.60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Tahun 2016, yakni “mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meletakkan pondasi 
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pembangunan yang berkualitas”. Selain itu, temuan data lapangan juga menunjukkan bahwa saat 
ini pembangunan infrastruktur merupakan aspirasi yang mengemuka di tengah masyarakat, 
sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng lebih memprioritaskan kebijakan 
pembangunan infrastruktur. Aspirasi masyarakat itu sendiri terserap dalam tahapan-tahapan 
perumusan kebijakan mulai dari tingkat desa kecamatan, sampai ke tingkat kabupaten seperti 
yang dijelaskan secara detil oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD fraksi Golkar, Amiruddin Bakri: 
Mulai ini berdasarkan dari musrembang desa. Semua jajaran pemerintah daerah 
melakukan perintah langsung untuk melakukan musyawarah desa, setelah itu dibawa ke 
kecamatan namanya musrencam dan di bawah ke kabupaten namanya musremkab dan 
disitulah terjadi revisi berdasarkan aspirasi yang diangkat oleh setiap delegasi masing-
masing. Jadi semua kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas masyarakat itulah 
diangkat ke kabupaten dalam skala prioritas karena tidak semuanya program diangkat, di 
mana di kecamatan direvisi. Semisal dari desa, 10 kita mengambil 5 saja atau berapa, 
itulah revisi kecamatan diantar ke musremkab kabupaten dan di kabupaten dirumuskan 
lagi ditingkat kabupaten, dan disitulah anggota DPRD diundang untuk menghadiri 
musremkab kabupaten untuk mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang diangkat 
oleh kecamatan yang dipertanggungjawabkan oleh delegasi masing.85 
Berdasarkan keterangan informan tersebut, diketahui bahwa proses perumusan kebijakan 
daerah, khususnya pembangunan infrastruktur, tidak hanya menjadi pembicaraan antarelit politik 
(eksekutif dan legislatif) yang bersifattop down, tetapi perumusan kebijakan tersebut juga 
mengalir dari bawah ke atas atau bottom up mulai dari mekanisme musyawarah desa, 
Musrencam sampai Musremkab, dimana kegiatan yang terakhir ini anggota DPRD dihadirkan 
langsung untuk mendengarkan sekaligus menyerap berbagai aspirasi masyarakat terutama 
infrastruktur yang memang sudah menjadi aspirasi utama dari masyarakat dan kini menjadi visi 
misi Kepala Dearah Kabupaten Soppeng.  
                                                                 







2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Oligarki Politik DPRD dan Kepala Daerah 
dalam Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Soppeng 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa terjadi 
kesepahaman dan persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah dalam perumusan 
kebijakan tentang pembangunan infrastruktur di Kabupaten Soppeng. Salah satu faktor yang 
menyebabkan terjadinya kesepahaman (konsensus) di antara kedua pihak tersebut adalah karena 
kesamaan orientasi politik (visi misi dan program) untuk membangun daerah meskipun dalam 
bingkai perbedaan kelembagaan (legislatif, eksekutif dan partai politik). Hal demikian seperti 
yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD fraksi PDIP, Ibrahim dan Wakil Ketua 
Komisi I DPRD fraksi Golkar, Asnaidi, yang memandang bahwakepentingan politik diwujudkan 
untuk membangun konsensus:  
Saya kira chek and balance dan adanya misi yang berbeda tetapi tujuan bersama dan 
disinilah kepentingan politik hadir untuk membangun kesepakatan bersama.86 
Politik kepentingan disini hadir jika diperlukan bukan berarti politik kepentingan individu 
dikedepankan tetapi kepentingan politik untuk kesejahteraan masyarakat Soppeng dan 
pembangunan yang lebih baik.87 
Hampir semua informan yang diwawancarai menyatakan hal yang senada 
bahwakonsensus antara legislatif dan Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan pembangunaan 
infrastruktur terjadi karena secara esensial kebijakan ini disadari sebagai kepentingan atau 
aspirasi masyarakat Kabupaten Soppeng yang mendesak untuk direalisasikan oleh pemerintah 
setempat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Anggota DPRD Komisi I fraksi PKS, Arisman: 
Legislatif memprioritaskan perencanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten 
Soppeng karena berdasarkan kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak maka itulah 
yang diutamakan. Konsensus antara legislatif dan Kepala Daerah dalam perumusan 
kebijakan pembangunaan infrastruktur di Kabupaten Soppeng terjadi karena adanya 
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kesamaan pendapat membangun daerah, dan adanya keinginan bersama untuk 
membangun daerah sehingga semua hal kepentingan dikesampingkan.88 
Senada dengan keterangan dari Wakil Ketua Komisi II DPRD fraksi PDIP, Ibrahim dan 
Wakil Ketua Komisi III DPRD fraksi Golkar, Amiruddin Bakri, yang berpendapat sama bahwa 
salah satu faktoryang dapat memengaruhi persetujuan bersama (konsensus) antara lembaga 
legislatif dan eksekutif di Kabupaten Soppeng adalah sasaran program yang sama untuk 
memenuhi aspirasi rakyat:  
Pertama, sasaran program kegiatan sepanjang untuk kepentingan rakyat saya kira dewan 
harus memberikan persetujuan. Tidak ada alasan DPRD untuk menolak hal itu karena 
dewan adalah wakil rakyat dan memperjuangkan aspirasi rakyat sepanjang itu adalah 
aspirasi rakyat saya kira tidak ada masalah.89 
Saya kira bahwa kembali ke program-program kita masing-masing. Anggota DPRD 
punya program, artinya program itu berdasarkan aspirasi yang didapat pada saat reses dan 
inikan termasuk kepentingan politik. Setelah melakukan reses yang menjadi masukan 
masyarakat itulah yang diangkat untuk dihimpun dilembaga ini lalu dibawa kesetiap SKP 
dan ini secara politik ini kepentingan politik, dan inilah yang terjadi sehingga tidak ada 
kepentingan pribadi melainkan kepentingan umum karena semua melakukan reses.90 
Berdasarkan keterangan seluruh informan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan 
tentang pembangunan infrastruktur daerah dimaknai sebagai representasi kepentingan rakyat 
sehingga tidak ada alasan bagi Kepala Daerah dan DPRD untuk tidak merealisasikan kebijakan 
tersebut. Pada level penetuan kebijakan, DPRD dan Kepala Daerah dituntut agar menjalin 
persetujuan bersama karena keputusan mereka menyangkut hajat hidup masyarakat Kabupaten 
Soppeng. Kepentingan rakyat inilah yang mendorong adanya kesamaan pendapat dan adanya 
keinginan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah untuk membangun daerah. Sejalan dengan 
hal ini, Ketua Komisi I DPRD fraksi PPP, Andi Takbir, dan Anggota DPRD Komisi II fraksi 
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Gerindra, Andi Mahfud, sama menyatakan bahwa legislatif dan eksekutif secara proporsional 
menyerap aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur di 
Kabupaten Soppeng: 
Sesuai dengan tahap-tahapan mulai dari tingkat bawah sampai ke tingkat kabupaten. 
Dalam perumusan kebijakan pembangunaan infrastruktur di Kabupaten Soppeng, sesuai 
dengan perencanaan dari tingkat bawah sampai ke kabupaten yang berasal dari usulan 
masyarakat.91 
Tetap kita bahas apapun usulan berhubungan dengan ranperda. Apapun usulan 
pemerintah daerah tetap kita tindaklanjuti disini dan melihat kalau memang berampak 
positif ke masyarakat kita lanjutkan, kecuali memang ada namanya ranpeda inisiatif itu 
inisiatif DPRD untuk melakukan itu … yang kita prioritaskan itu berdasarkan 
musrembang dan kami selalu mengharapkan pemerintah daerah agar betul-betul melihat 
sebenarnya yang lebih penting sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasar dengan 
kebutuhan bukan keinginan.92 
Keterangan informan tersebut mengindikasikan bahwa politik interes legislatif dan 
eksekutif sebenarnya mengakomodir kepentingan masyarakat dari bawah, melalui musyawarah 
di tingkat desa sampai musyawarah di tingkat kabupaten, di mana aspirasi masyarakat yang 
menjadi prioritas diputuskan. Dengan demikian, musyawarah yang melibatkan seluruh jajaran 
struktural pemerintah daerah juga menjadi salah faktor penting yang dapat memengaruhi sebuah 
konsensus dalam perumusan kebijakan publik.  
Faktor berikutnya yang dapat memengaruhi sebuah konsensus dalam perumusan 
kebijakan pembangunan infrastruktur daerah adalah ketersediaan anggaran. Faktor anggaran ini 
dikatakan amat sangat menentukan terutama pada level implementasi kebijakanpembangunan 
infrastruktur daerah. Hal ini tersirat dalam keterangan wawancara dengan Wakil Ketua Komisi I 
DPRD fraksi Golkar, Asnaidi: 
Begini yang berpotensi saja, yang biasa membuat kalau ada dalam perumusan kebijakan 
pembangunan itu antara pemerintah dan DPRD terkadang karena kita ini juga adalah 
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representasi dari masyarakat sehingga terkadang terjadi aspirasi dari bawah yang 
membutuhkan anggaran kemudian menyampaikan ke daerah ternyata aspirasi dari rakyat 
tidak mampu diakomodir. Namun kita sangat memahami tergantung kondisi anggaran 
yang ada … Kadang ada kepentingan aspirasi dari bawah yang membutuhkan anggaran 
kita sampaikan ke daerah untuk diakomodir pada tahun berjalan pada saat ini mau 
ditetapkan misalnya, tetapi mau diapa sudah dijelaskan bahwa anggarannya memang 
tidak mampu itupun akhirnya kita terima.93 
Meskipun informan tersebut menyatakan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan 
infrastruktur kadang terbatas, namun hal ini tidak menjadi hambatan bagi pemerintah daerah 
untuk tetap merealisasikan kebijakan. Faktanya Pemerintah Kabupaten Soppeng sejauh ini telah 
melaksanakan pembangunan infrastruktur, misalnya infrastruktur jalan yang tidak menggunakan 
anggaran pemerintah, baik anggaran dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Hal ini terjadi 
karena Bupati Kabupaten Soppeng mempelopori kebijakan pembangunan berbasis partisipasi 
masyarakat dan anggaran pembangunan infrastruktur tidak hanya mengharapkan danaAPBD, 
tetapi juga menggunakan anggaran Dana Desa (ADD) maupun Dana Alokasi Desa (DAD). 
Meskipun demikian, tahap pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur oleh kepala 
daerah tersebut tetap dalam mekanisme pengawasan DRPDagar tetap terjalin koordinasi antara 
legislatif dan eksekutif dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten 
Soppeng. Dalam konteks ini, tindakan politik dari legislatif dan eksekutif juga menjadi faktor 
yang memengaruhi sebuah konsensus dalam perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur 
daerah. Seperti yang ditegaskan oleh Ketua Komisi I DPRD fraksi PPP, Andi Takbir, bahwa 
“tindakan politik seperti musyawarah melalui sekertariat DPRD dan eksekutif”.94 
Pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa musyawarah yang dilakukan oleh 
anggota DPRD dan kepala daerah sesungguhnya mencerminkan sebuah tindakan politik dalam 
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rangka mencapai mufakat atau kesepakatan bersama di antaranya. Dalam terminologi politik, 
musyawarah itu juga diartikan sebagai salah satu bentuk komunikasi politik yang terjalin di 
antara aktor politik, seperti halnya komunikasi yang berlangsung antara anggota DPRD dan 
kepala daerah dalam membicarakan kepentingan publik. Hal demikian diungkapkan oleh Wakil 
Ketua Komisi I DPRD fraksi Golkar, Asnaidi: 
Tindakan politik melakukan komunikasi politik dengan baik itu sesama anggota DPRD 
maupun kepada Pemerintah daerah dan itu merupakan tindakan politik untuk hubungan 
baik dengan eksekutif dan legislatif.95 
Tindakan komunikasi politik yang dimaksud seperti yang dicontohkan oleh Wakil Ketua 
Komisi III DPRD fraksi Golkar, Amiruddin Bakri, dan juga penjelasan dari Wakil Ketua Komisi 
II DPRD fraksi PDIP, Ibrahim: 
Melakukan pendekatan kepada SKPD dan Bupati, kita harus melakukan pendekatan dan 
berhubungan baik dengan mereka karena setiap kegiatan itu harus kordinasikan di SKPD 
dan Bupati. Karenannya kita sebagai dewan hanya pengawas anggaraan SKPD 
sedangkan pertanggungjwaban kegiatan pelaksanaan adalah Bupati.96 
Tindakan politik yang dilakukan adalah tentu memperjuangkan aspirasi. Artinya 
pemerintah daerah harus juga menyerap aspirasi dewan. Aspirasi dewan yang dimaksud 
tentu dari aspirasi masyarakat yang artinya pemerintah daerah tidak boleh tidak 
mengakomodirapa yang menjadi masukan dan pertimbangan oleh pihak DPRD. Sehingga 
dari fraksi PDI-Perjuangan selalu memberikan pandangan, apakah itu bentuk pandangan 
atau pendapat fraksi, pandangan umum dan pendapat fraksi itulah yang perlu 
ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.97 
Selama ini eksekutif setiap program yang akandilaksanakan harus meminta persetujuan 
dari dewan DPRD adanya perencanaan pembangunan pengawasan. Kami juga bekerja 
dengan baik menyampaikan aspirasi masyarakat yang berkembang kepada eksekutif. 
Semua aspirasi dari bawah yang didengar atau yang dilihat kita sampaikan kepada 
eksekutif, sama-sama berinteraksi satu samalain.98 
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Berdasarkan keterangan dari ketiga informan tersebut, menunjukkan bahwa tindakan 
politik (interaksi dan komunikasi) baik yang dilakukan oleh legislatif kepada eksekutif maupun 
sebaliknya kepala daerah kepada anggota DPRD sangat diperlukan dalam rangka menciptakan 
sinergitas antarlembaga dalam kaitannnya dengan upya pemenuhan aspirasi masyarakat akan 
pembangunan infrastruktur pembangunan di Kabupaten Soppeng. Dari uraian sebelumnya dapat 
disimpulkan empat faktor yang memengaruhi konsensus di antara pihak legislatif dan eksekutif 
dalam konteks penentuan kebijakan pembangunan infrastruktur daerah Kabupaten Soppeng. 
Pertama, kesamaan visi dan misi serta program yang berorientasi pada kepentingan 
pembangunan daerah. Kedua, mekanisme perumusan kebijakan yang mengakomodir 
kepentingan masyarakat dari bawah, melalui musyawarah di tingkat desa sampai musyawarah di 
tingkat kabupaten. Ketiga, ketersediaan anggaran pembangunan infrastruktur dari pemerintah 
dan swadaya masyarakat. Keempat, tindakan politik dalam arti keterbukaan serta keaktifan 
anggota legislatif maupun kepala daerah dalam berkomunikasi atau bermusyawarah untuk 
mencapai persetujuan bersama untuk memenuhi kepentingan publik akan pembangunan 
infrastruktur di Kabupaten Soppeng. 
 
 Ciri-ciri Oligarki Politik 
Secara umum, oligarki yang berasal dari Bahasa Yunani oligarkhia dimaknai sebagai 
bentuk pemerintahan atau kekuasaan yang dijalankan oleh sekelompok kecil elit. Dalam konteks 
partai politik, istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert Michels. Dalam 







Jeffrey A. Winters dalam bukunya bertajuk Oligarchy menempatkan oligarki dalam dua dimensi. 
Dimensi pertama, oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, 
sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan. Dimensi kedua, 
oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik. 
Jika melihat realitas yang menggejala dalam tubuh partai-partai politik di Indonesia, tampak 
betul bahwa oligarki seperti dalam tafsiran Winters merupakan penyakit yang sudah akut. Nyaris 
semua partai di Indonesia sebenarnya dikuasai oleh segelintir elite yang memiliki -dalam istilah 
Pierre Bourdie- modal kapital dan sosial yang kuat. 
Di tangan para elite itulah segala keputusan partai politik ditentukan melalui mekanimse hirarki 
yang kaku, alias dari atas ke bawah. Seorang ketua partai beserta orang-orang di lingkaran 
terdekatnya merupakan sosok-sosok superior yang memegang kewenangan penuh dalam 
ihwal decision making, termasuk menentukan sesiapa yang bakal diusung dalam pileg dan 
pilkada. 
Menjadi tidak mengherankan manakala dalam konteks usung-mengusung calon kepala daerah 
partai politik cenderung mengistimewakan figur-figur yang dinilai memiliki modal kapital. 
Acapkali figur itu bukan kader partai dan terbilang tidak memiliki basis pendukung yang 
berafiliasi dengan parpol tertentu. Keputusan partai untuk mengusung calon kepala daerah dari 
jalur non-kader ini tidak jarang menimbulkan polemik di kalangan internal partai. Kader partai 
yang telah berjuang dari bawah dan potensial tentu merasa ditelikung karier politiknya. 
Hubungan dalam skripsi saya yakni saya merasa bahwa Gurita oligarki dalam partai 
politik menguatkan asumsi bahwa partai politik gagal dalam melakukan fungsinya sebagai 






merah bagi pemburu kekuasaan bermodal uang miliaran rupiah. Pendidikan politik diringkas ke 
dalam kampanye-kampanye yang gegap gempita, riuh oleh berita bohong dan sama sekali tidak 
mencerahkan. Bahkan pada titik yang paling parah, partai politik menjadikan masyarakat 
konstituennya semata sebagai obyek politik lima tahunan. 
Pandangan Hobbes tentang negara diawali dengan konsep negara alami (natural state) 
dan berakhir pada konsep negara commonwealth (negara persemakmuran). Sementara itu, 
pandangan tentang negara diawali dengan konsep negara Islam dan konsep negara nasional 
berakhir pada konsep negara ideal yang melampaui batas-batas geografis, etnis dan agama. Baik 
Hobbes maupun mengawali konsep civil society-nya dengan pembahasan komprehensif tentang 
manusia, diawali dengan konsep diri, individu dan masyarakat. Hobbes melihat bahwa manusia 
adalah makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional, anarkis, saling iri, serta benci 
sehingga menjadi jahat, buas, dan kasar, sebab ia memandang manusia sebagai naluri 
kebinatangan yang digerakkan oleh nafsunya sebagai tumpukan material mekanik yang 
menggerakkan manusia sekaligus sebagai sumber pengetahuan yang didasarkan pada 
pengalaman manusia. 
 Hubungan dengan skripsi saya yakni bahwa manusia itu dengan di awali konsep individu 
an masyarakat yang sehingga bisa saja menjadi jahat atau anarkis yang disebabkan dorongan 






                                                                 








      PENUTUTP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan temuan penelitian di lapangan dan analisis yang telah dilakukan 
mengenai “politik kepentingan antara DPRD dan Kepala Daerah dalam kebijakan 
pembangunan infrastruktur di Kabupaten Soppeng”, dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
Orientasi oligarki politik  antara DPRD dan Kepala Daerah dalam kebijakan 
pembangunan infrastruktur di Kabupaten Soppeng, menunjukkan bahwa antara 
DPRD dan Kepala Daerah mempunyai pandangan atau orientasi kepentingan yang 
sama untuk membangun daerah sehingga terjadi konsolidasi dalam merealisasikan 
kebijakan tersebut. Selain karena faktor regulasi pemerintah yang menghendaki 
kedua pihak untuk saling bekerjasama sebagai mitra penyelenggara pemerintahan 
daerah, faktor kesadaran akan kedudukan, tugas dan wewenang masing-masing 
pihak, serta faktor komunikasi politik, sehingga konsolidasi politik terjadi. 
Faktor pertama yang memengaruhi kesepahaman (konsensus) di antara DPRD 
dan Kepala Daerah tersebut adalah kesamaan orientasi politik (visi misi dan program) 
untuk membangun daerah meskipun dalam bingkai perbedaan kelembagaan 
(legislatif, eksekutif dan partai politik). Faktor kedua adalah ketersediaan anggaran 
yang amat sangat menentukan terutama pada level implementasi kebijakan  
pembangunan infrastruktur daerah. Meskipun informan tersebut menyatakan bahwa 
alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur kadang terbatas, namun hal ini 






pembangunan infrastruktur. Faktor ketiga adalah tindakan politik dari legislatif dan 
eksekutif dalam arti keterbukaan serta keaktifan anggota legislatif maupun kepala 
daerah dalam berkomunikasi atau bermusyawarah untuk mencapai persetujuan 
bersama untuk memenuhi kepentingan publik akan pembangunan infrastruktur di 
Kabupaten Soppeng. 
Saran  
1.Saran saya yakni agar mensejahtrakan Kab.Soppeng sebaiknya benar kita 
mengenyampikan kepentingan individu ataupun kelompok  
2.Meski  perbedaan diantara kedua lembaga ini ,Sebaiknya harus lebih 
melihat kepada masyrakat atau urusan rakyat agar rancangan bisa berjalan 
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 PEDOMAN DAN TEKS WAWANCARA  
POLITIK KEPENTINGAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 
DI KABUPATEN SOPPENG 
 
 
A. Petunjuk Umum 
1. Sifat wawancara mendalam dan bebas terpimpin  
2. Waktu dan tempat wawancara sesuai petunjuk informan (kondisional) 
3. Keterangan wawancara dari informan diterima dalam bentuk lisan maupun tertulis, dan 
rekaman wawancara atas persetujuan informan  
4. Teks pertanyaan dapat diralat atau dikembangkan sesuai kondisi faktual di lapangan 
5. Hasil wawancara disusun dalam bentuk transkrip kemudian diverifikasi oleh informan untuk 
memenuhi validitas data   
B. Teks Wawancara 
1. Menurut pengamatan bapak/ibu selama ini, bagaimana dinamika hubungan antaranggota 
legislatif yang berbeda partai di internal DPRD Kabupaten Soppeng? 
2. Menurut penilaian bapak/ibu, apakah di balik dominasi anggota parpol tertentu di lembaga 
legislatif dapat berarti menentukan arah kebijakan daerah Kab.Soppeng? 
3. Menurut penilaian bapak/ibu, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya konsolidasi di 
tengah keragaman kepentingan politik antaranggota legislatif?     
4. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang orientasi UU Pemda yang menghendaki adanya 
“Persetujuan Bersama” antara DPRD dan Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan 
daerah? 
5. Kemukakanlah pandangan bapak/ibu mengenai situasi dan kondisi sebenarnya tentang relasi 
antara DPRD dan Kepala Daerah dalam konteks perumusan kebijakan daerah Kab.Soppeng? 
6. Pertimbangan apa saja yang menjadi prioritas legislatif dalam konteks perencanaan 
pembangunan infrastruktur di Kab.Soppeng? 
7. Bagaimana bentuk koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam penyusunan perencanaan 
pembangunan infrastruktur di Kab.Soppeng? 
8. Politik kepentingan apa saja yang dapat membangun konsensus antara legislatif dan Kepala 
Daerah dalam perumusan kebijakan pembangunaan infrastruktur di Kab.Soppeng 
9. Kemukakanlah hasil evaluasi bapak/ibu mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat 
memengaruhi persetujuan bersama (konsensus) antara lembaga legislatif dan eksekutif di 
Kab.Soppeng? 
10. Tindakan politik apa saja yang dilakukan oleh anggota legislatif dalam rangka menciptakan 
sinergitas antarlembaga legislatif dan eksekutif di Kab.Soppeng? 
 
C. ITEM OBSERVASI/DOKUMENTASI 
1. Data Profil lembaga legislatif/DPRD Kab.Soppeng? 
2. Data laporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab.Soppeng 
3. Dokumentasi foto pembangunan infrastruktur di Kab.Soppeng 









































                 *Ini merupakan foto kantor Dprd di Kab.Soppeng 
VISI : 
“Terwujudnya Pelayanan Prima dengan aparatur yang  Profesional kepada DPRD Kabupaten 
Soppeng” 
MISI   : 
1. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan. 
2.  Meningkatkan sumber daya manusai Aparatur 
3. Meningkatkan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 
4. Meningkatkan kapasitas DPRD MELaksanakan tugas dan fungsinya 














































































• Ini merupakan kantor camat kec.marioriwawo 
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